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1  BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah            Setiap orang atau individu mempunyai kepentingan yang berbeda antara orang satu dengan yang lainya di dalam kehidupan masyarakat. Adakalanya kepentingan antar para pihak itu saling bertentangan sehingga menimbulkan suatu sengketa hukum. Sengketa hukum dapat diartikan sebagai sengketa mengenai segala sesuatu yang diatur oleh hukum. Dengan kata lain, sengketa hukum adalah sengketa yang menimbulkan akibat-akibat hukum.  Dalam melaksanakan hak dan kewajiban pada suatu hubungan hukum yang seringkali menjadi sumber timbulnya  sengketa  hukum  yakni  apabila  hak  seseorang  yang  diberikan  oleh hukum materil dilanggar, kepentingan seseorang yang dilindungi oleh hukum materil  diingkari.1 Misalnya  saja  apabila  seseorang melaksanakan hak secara berlebihan yang dapat  mengakibatkan  kerugian  pada orang lain, masyarakat bahkan  negara. Selain itu adanya kelalaian pemenuhan suatu  kewajiban baik itu dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja dalam pemenuhan suatu kewajiban. Apabila salah satu pihak tidak ada yang mau mengalah dalam hal tersebut maka akan dapat menjadi sumber sengketa. Sengketa hukum dalam hukum perdata materiil dapat berupa wanprestasi, perbuatan melawan hukum maupun perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, yang tidak termasuk perbuatan melawan hukum yaitu yang berupa penyalahgunaan keadaan.2 Dengan adanya sengketa hukum yang terjadi dalam hukum perdata materiil maka diperlukan suatu aturan yang mempertahankan                                                           1Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata (Yogyakarta; Liberty 2003) h. 2 2Wirjono R Prodjodioro, Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata di Indonesia, (Bandung; Sinar Bandung 1988)  h. 20 
2  hukum perdata materiil tersebut. Aturan hukum yang mempertahankan hukum perdata materiil itulah yang dikenal dengan hukum perdata formil.   Pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain dalam sengketa yang terjadi, apabila ingin mendapatkan kembali haknya maka ia harus mengupayakan melalui prosedur yang berlaku, baik melalui  litigasi  maupun melalui Alternative Dispute Resolution (ADR), seperti  penyelesaian sengketa  melalui  arbitrase  atau penyelesaian  sengketa  melalui  perdamaian  antar pihak, dimana  individu  tidak boleh melakukan perbuatan main hakim sendiri. Penyelesaian sengketa hukum melalui prosedur umum dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu tahap pendahuluan, tahap penentuan dan tahap disidangkannya perkara. Selanjutnya tahap penentuan yaitu tahap dimulai dari jawab menjawab sampai dengan dijatuhkannya putusan oleh hakim. Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), kecuali diputus dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diajukan upaya hukum melawan putusan (uitvoerbaar bij voorad). Setelah itu barulah sampai pada tahap yang terakhir yaitu tahap pelaksanaan.3 Dalam putusan suatu sengketa perdata itu diajukan oleh pihak yang bersangkutan ke pengadilan untuk mendapatkan pemecahan atau penyelesaian. Pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan dijatuhkannya putusan saja belum tentu persoalannya akan selesai begitu saja tetapi putusan tersebut harus dapat dilaksanakan atau dijalankan. Suatu putusan pengadilan tidak ada artinya apabila tidak dilaksankan, oleh karena itu putusan hakim mempunyai kekuatan hukum eksekutorial yaitu kekuatan untuk  dilaksanakan apa yang menjadi ketetapan dalam putusan itu secara paksa dengan bantuan alat-alat negara.                                                            3Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata (Yogyakarta; Liberty 2003) h. 5 
3  Adapun yang memberi kekuatan eksekutorial pada putusan hakim adalah kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.4 Pada prinsipnya hanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang dapat dijalankan. Suatu putusan itu dapat dikatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila di dalam putusan putusan mengandung arti suatu wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara sebab hubungan hukum tersebut harus ditaati dan harus dipenuhi oleh pihak yang kalah ataupun pihak yang berperkara. Muhammad Abdul Kadir berpendapat bahwa putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan menurut  undang-undang tidak ada kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa untuk melawan putusan tersebut, sedang putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang-undang masih terbuka kesempatan untuk menggunakan upaya hukum untuk melawan putusan tersebut misalnya verzet, banding dan putusan kasasi mutlak (intrach).5 Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, memiliki 3 macam kekuatan sehingga putusan tersebut dapat dilaksanakan, yaitu: kekuatan mengikat, kekuatan bukti dan kekuatan untuk dilaksanakan. 6 Putusan sukarela yaitu apabila pihak yang kalah dengan sukarela memenuhi sendiri dengan sempurna menjalankan isi putusan. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan putusan tersebut tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, karena dikemudian hari ada salah satu pihak yang merasa tidak puas dengan                                                           4Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata (Yogyakarta; Liberty 2003) h. 8 5Muhammad Abdul Kadir, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Bandung; Citra Aditya Bhakti 1990)  h.173. 6Lilik Mulyadi, Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia, (Jakarta, Djambatan 1998)  h. 82. 
4  putusan tersebut, maka yang akan terjadi adalah pengingkaran atau mengingkari putusan tersebut.  Suatu pengingkaran merupakan bentuk suatu perbuatan yang tidak mau melaksanakan apa yang seharusnya dilakukannya atau yang menjadi kewajiban oleh karena itu diperlukan bantuan pengadilan untuk menjalankan isi putusan hakim. Cara melaksanakan putusan hakim atau eksekusi diatur dalam pasal 196 sampai dengan pasal 208 HIR. Putusan dilaksanakan di bawah pimpinan ketua pengadilan negeri yang mula-mula memutus perkara tersebut.  Pelaksanaan di mulai dengan menegur pihak yang kalah untuk memenuhi putusan dengan sukarela. Apabila pihak yang dihukum tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, maka putusan tersebut harus dilaksanakan dengan upaya paksa oleh pengadilan yang disebut dengan eksekusi.  Salah satu prinsip dari eksekusi yang menjalankan putusan secara paksa. Putusan paksa merupakan tindakan yang timbul apabila pihak tergugat tidak menjalankan putusan secara sukarela.7 Kalau dilihat secara teoritas tata cara eksekusi diatur dalam pasal 1033 RV menerangkan bahwa kalau putusan hakim menghukum (memerintahkan) pengosongan barang yang tidak bergerak dan putusan itu dijalankan secara sukarela oleh pihak yang kalah maka ketua pengadilan negeri akan mengeluarkan surat perintah penetapan eksekusi pada juru sita untuk melaksanakan pengosongan yng dapat dilakukan dengan bantuan kekuatan hukum atas barang tersebut. Aturan seperti inilah yang menyangkut eksekusi riil yang tidak dapat ditemukan dalam HIR maupun RBG.  Pada dasarnya eksekusi mempunyai dua segi kegiatan yaitu yang dilaksanakan dari segi hukum berdasarkan rangkaian ketentuan hukum dalam                                                           7Sudikno Mertokusumo,  Hukum Acara Perdata (Yogyakarta; Liberty 2003) h. 184 
5  undang-undang dan yang kedua dari segi pelaksanaan secara fisik atau realisasinya untuk sebagian besar secara jelas. Sebagai ilustrasi dapat penulis kemukakan sebagai berikut.8  Pertama, dalam eksekusi pengosongan sebuah rumah atau bangunan kediaman umumnya tidak ada peraturan tentang cara-cara mengeluarkan barang-barang milik tereksekusi, harus diletakkan atau disimpan dimana apabila tereksekusi tidak mau memindahkannya sendiri. Keadaan seperti itu biasanya menyusahkan pengadilan dan memang sering terjadi, dimana barang yang diangkut keluar rumah karena pengosongan tertumpuk berbulan-bulan dihalaman kantor pengadilan, dan menjadi tanggung jawab undang-undang yang tidak memberi jawaban. Kedua, apabila dilaksankan pengosongan dan pembokaran terhadap sebidang tanah yang diatasnya berdiri banyak rumah tereksekusi, polisi sudah bersedia membantu berdasarkan kewajibannya yang dikehendaki undang-undang, pernyataan itu timbul karena sering kali terjadi perlawanan fisik di lapangan oleh para tereksekusi yang tidak sekedar menentang, tapi benar-benar mengancam keselamatan para petugas pengadilan dan polisi sendiri sehingga akhirnya eksekusi gagal dilaksanakan. Jadi pada kenyataannya, pelaksanaan eksekusi sering berjalan tidak lancer dimana banyak hambatan-hambatan yang ditemui sehingga mengganggu proses eksekusi dan pihak pengadilan dalam melaksanakan tugasnya. Dengan uraian tersebut di atas mendorong penulis untuk menyusun skripsi dengan judul “Eksekusi Riil Terhadap Putusan Hakim Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Di Pengadilan Negeri Sungguminasa”                                                            8Djazuuli Bachtar, Eksekusi  Putusan Perkara Perdata dan Penegak Hukum, (Jakarta; Pan Akademis Persin 1987) h. 7-8 
6  B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus     a. Eksekusi  Eksekusi adalah hal menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, putusan pengadilan yang dieksekusi adalah putusan pengadilan yang mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang, atau juga pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan yang tetap sedangkan pihak yang kalah tidak mu melaksanakan putusan itu secara sukarela sehingga memerlukan upaya paksa dari pengadilan untuk melaksanakannya.   b. Eksekusi Riil Eksekusi riil yaitu pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan mengosongkan benda tetap kepada orang yang dikalahkan, tetapi perintah tersebut tidak di laksanakan secara sukarela. Eksekusi terakhir ini diatur dalam Pasal 1033 Rv. dalam Pasal 200 ayat (11) HIR, dan Pasal 218 ayat (2) R.Bg. hanya mengenal eksekusi riil dalam penjualan lelang. Dalam praktek Peradilan dikenal dua macam eksekusi yaitu (1) eksekusi riil atau nyata sebagaimana yang diatur dalam Pasal 200 ayat (11) HIR, Pasal 218 ayat (2) R.Bg. dan Pasal 1033 Rv yang meliputi penyerahan, pengosongan, pembongkaran, pembahagian, dan melakukan sesuatu, (2) eksekusi pembayaran sejumlah uang melalui lelang atau executorial verkoop sebagaimana tersebut dalam Pasal 200 HIR. dan Pasal 215 R.Bg. Eksekusi yang terakhir ini dilakukan dengan menjual lelang barang-barang debitur, atau juga dilakukan dalam pembahagian harta bila pembahagian in natura tidak disetujui 
7  oleh para pihak atau tidak mungkin dilakukan pembahagian in natura dalam sengketa warisan atau harta bersama.9 C. Rumusan Masalah Seperti telah diuraikan dalam latar belakang masalah, maka permasalahan sebagai berikut:  1. Bagaimana pelaksanaan eksekusi riil di Pengadilan Negeri Sungguminasa? 2. Bagaimana upaya perlawanan terhadap eksekusi riil di Pengadilan Negeri Sungguminasa? D. Kajian Pustaka Dari beberapa penelusuran yang telah dilakukan, tidak ditemukan penelitian yang secara spesifik sama dengan penelitian ini. Namun, ditemukan beberapa penelitian yang memiliki pembahasan yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut : 1. Moh. Taufik Makarao dalam bukunya Hukum Acara Perdata. Dalam buku ini membahas mengenai pokok-pokok Hukum Acara Perdata di Pengadilan Negeri. 2. M. Yahya Harahap dalam bukunya Ruang Lingkup “Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata” edisi kedua. Dalam buku ini membahas permasalahan hukum dan praktik yang berkenaan dengan seluk-beluk eksekusi dalam bidang perdata. 3. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata. Dalam buku ini membahas tentang sengketa hukum dalam Hukum Perdata Materil                                                           9 M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (edisi kedua) (Jakarta; Sinar Grafika) 2005  h 7   
8  E. Tujuan Penelitian Dalam melakukan suatu penelitian supaya terdapat sasaran yang jelas dan sesuai dengan yang dikehendaki, maka perlu ditetapkan tujuan penelitian yaitu: 1. Untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi riil di Pengadilan Negeri      Sungguminasa. 2.  Untuk mengetahui upaya perlawanan terhadap eksekusi riil di Pengadilan Negeri Sungguminasa.   F. Manfaat Penelitian Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian adalah: 1. Secara teoritis       a. Penulis mengharapkan dapat menambah informasi, pengetahuan dan pemahaman terhadap pelaksanaan eksekusi riil terhadap putusan hakim di Pengadilan Negeri Sungguminasa.      b. penulis dapat mengetahui upaya perlawanan terhadap eksekusi riil di Pengadilan Negeri Sungguminasa. 2. Secara praktis a. Untuk dapat memenuhi persyaratan dalam memenuhi gelar sarjana hukum. b. Penulis mengharapkan tulisan ini bermanfaat bagi pihak-pihak terkait, yaitu sebagai sumbangan pemikiran dalam kerangka hukum Indonesia agar masyarakat dapat bertindak jika mengalami kasus eksekusi terhadap putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pelaksanaan eksekusi. Serta bagi pengadilan agar hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi bagi Pengadilan Negeri Sungguminasa tentang 
9  pelaksanaan eksekusi riil terhadap putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 
  10  BAB II TINJAUAN TEORITIS  A. Tinjauan Umum Tentang Putusan 1. Pengertian Putusan Penjelasan pasal 60 undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 memberi definisi tentang putusan sebagai berikut : “putusan adalah putusan pengadilan atas  perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Sedangkan Mukti Arto memberi definisi terhadap putusan, bahwa : “putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari perkara gugatan. Menurut Sudikno Mertokusumo putusan hakim adalah suatu pertanyaan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenng itu, diucapkan dalam persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak1. Putusan disebut vonis (belanda) atau al-qada’u (arab) yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan perkara yaitu “penggugat” dan “tergugat” . Produk Pengadilan semcam ini biasa diistilakan dengan “peradilan yang sesungguhnya”. Putusan peradilan perdata yang mana putusan peradilan agama termasuk didalamnya selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu atau untuk berbuat sesuatu atau untuk melepaskan sesuatu atau menghukum sesuatu. Jadi dictum vonis bersifat menghukum. Perintah dari Pengadilan ini, jika tidak dituruti dengan suka rela dapat diperintahkan secara paksa yang disebut sebagai eksekusi.2                                                           1Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Liberty, Jogyakarta, 1993) h. 174 2Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama Cet. 15 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013)  h. 203. 
11   Putusan hakim atau yang lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan adalah merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh para pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa yang dihadapi, dengan putusan hakim akan mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.3 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, suatu putusan hakim merupakan suat pernyataan yang dibuat secara tertulis oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu yang diucapkan dimuka persidangan sesuai dengan perundangan yang ada yang menjadi hukum bagi para pihak yang mengandung perintah kepada suatu pihak supaya melakukan suatu perbuatan atau supaya jangan melakukan suatu perbuatan  yang harus ditaati. Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan diajukan. Proses pemeriksaan dianggap selesai apabila telah menempu tahap jawaban dari tergugat sesuai dari pasal 121 HIR, Pasal 113 Rv, yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan Pasal 115 Rv, maupun duplik dari tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi.4 Jika semua tahapan ini telah tuntas diselesaikan, Majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan. Mendahului pengucapan putusan itulah tahap musyawarah bagi Majelis untuk menentukan putusan apa yang hendak dijatuhkan kepda pihak yang berperkara. Perlu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan putusan pada uraian ini adalah putusan peradilan tingkat pertama.                                                           3 Moh. Taufik Makarao, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, Cet. I, (Jakarta: Rineka Cipta 2004)  h  124 4 R. Subekti, Hukum Acara Perdata, (Bandung: Bina Cipta1977) h. 12  
12   Untuk dapat membuat putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian dan mencerminkan keadilan bagi para pihak yang berperkara, hakim harus mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang akan ditetapkan baik peraturan hukum tertulis dalam perundang - undangan maupun peraturan hukum tidak tertulis atau hukum adat. 2. Kekuatan Putusan Pasal 1917 dan 1918 KUHPerdata juga menyebutkan kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak juga dalam pasal 21 UU No. 14 / 1970 adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap adalah putusan yang menurut Undang-Undang tidak ada kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa melawan putusan itu. Jenis jenis putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu: 1) Kekuatan Mengikat Kekuatan mengikat ini karena kedua pihak telah bersepakat untuk menyerahkan kepada pengadilan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara mereka, maka dengan demikian kedua pihak harus tunduk terhadap putusan yang dibuat oleh pengadilan atau hakim.  Sifat mengikat putusan bertujuan untuk menetapkan suatu hak atau suatu hubungan hukum antara pihakpihak yang berperkara, atau menetapkan suatu keadaan hukum tertentu, atau untuk melenyabkan keadaan hukum tertentu. Karena itu kekuatan pasti dari putusan yang sudah tetap itu hanya meliputi bagian pernyataan saja (declarative), sebab dalam bagian pernyataan itulah ditetapkan suatu hak, atau hubungan hukum atau suatu keadaan hukum tertentu atau lenyabnya suatu keadaan hukum tertentu. 
13   2) Kekuatan Pembuktian Putusan pengadilan yang dituangkan dalam bentuk tertulis merupakan akta otentik yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti oleh kedua pihak apabila diperlukan sewaktu – waktu oleh para pihak untuk mengajukan upaya hukum. 3) Kekuatan Executorial Putusan hakim atau putusan pengadilan adalah kekuatan yang dilaksanakan secara paksa oleh para pihak dengan bantuan alat-alat negara terhadap pihak yang tidak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. 3. Susunan dari Isi Putusan Pengadilan dalam mengambil suatu putusan diawali dengan uraian mengenai asas yang mesti ditegakkan, agar putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat. susunan dan isi putusan Putusan hakim terdiri atas 4 bagian yaitu: a. kepala putusan Dengan irah-irah yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan KeTuhananYang Maha Esa “Irah-irah ini harus selalu di cantumkan pada setiap kepala putusan hakim, dengan konsekuensi jika tidak di cantumkan maka putusan tersebut batal demi hukum. b. Identitas para pihak Didalam putusan harus di muat identitas dari para pihak: nama, umur, alamat, dan nama dari pengacaranya (kalau ada). c. Pertimbangan/considerans Pertimbangan merupakan dasar putusan, terdiri atas: pertimbangan tentang kejadiannya yaitu merupakan penjelasan duduk perkaranya, dan pertimbangan tentang hukum yaitu uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan. 
14   Setiap putusan harus memuat ringkasan yang jelas dari: tuntutan dan jawaban; alas an dan dasar dari pada putusan; pasal-pasal serta hukum tidak tertulis; pokok perkara serta hadir tidaknya para pihak pada waktu putusan di ucapkan oleh hakim. d. Amar (dictum) yang merupakan jawaban terhadap petitum adalah amar. Amar harus lengkap artinya amar tersebutlah yang menentukan apakah putusan tersebut dapat dilaksanakan atau tidak. Amar (dictum) dibagi menjadi apa yang disebut Declaratif & apa yang disebut dictum atau dispositif. Bagian yang disebut declarative merupakan penetapan dari pada hubungan hukum yang menjadi sengketa. Sedangkan bagian yang disebut dispositif yaitu yang menentukan hukumnya yang mengabulkan atau menolak Gu. 4. Jenis-jenis Putusan Dalam penyusunan Hukum Acara Perdata telah dibuat sedemikian rupa agar prosesnya dapat berjalan secara cepat, sederhana, mudah dimengerti dan tentunya dengan biaya yang murah. Menurut bentuknya penyelesaian perkara oleh pengadilan dapat dibedakan menjadi 2 yaitu: 1. Putusan/vonis: Suatu putusan diambil untuk memutusi suatu perkara 2. Penetapan/beschikking: Suatu penetapan diambil berhubungan dengan suatu permohonan yaitu dalam rangka yang dinamakan “yuridiksi voluntair”  Sedangkan menurut golongannya, suatu putusan pengadilan dikenal dua macam pengolongan putusan yakni: 1. Putusan Sela (Putusan interlokutoir) 
15   Putusan sela merupakan putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum memutuskan pokok perkara yang dimaksud agar mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Dalam konteks ini tidaklah terikat pada putusan sela yang telah dijatuhkan, karena pemeriksaan perkara perdata harus dianggap merupakan satu kesatuan, sehingga putusan sela hanya bersifat sementara dan bukan putusan tetap. Berdasarakan Pasal 185 ayat 1 HIR/ Pasal 196 ayat 1 Rbg, sekalipun harus diucapkan dalam persidangan, tidak dibuat secara terpisah, tetapi ditulis dalam acara berita persidangan. Demikian halanya juga ditegaskan dalam Pasal 190 ayat 1 HIR/ Pasal 120 ayat 1 Rbg, menentukan bahwa putusan sela hanya dapat dimintakan banding bersama-sama dengan permintaan banding terhadap putusan akhir saja. Dalam praktiknya di pengadilan, pada pokoknya putusan sela dapat dibagi sebagai berikut a) Putusan Preparatuir, putusan persiapan mengenai jalannya pemeriksaan untuk melancarkan segala sesuatu guna mengadakan putusan akhir b) Putusan Interlocutoir, putusan yang isinya memerintahkan pembuktian karena putusan ini menyangkut pembuktian maka putusan ini akan mempengaruhi putusan akhir c) Putusan Incidental, putusan yang berhubungan dengan insiden yaitu peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasa. d) Putusan provisional, putusan yang menjawab tuntutan provisi yaitu permintaan pihak yang berperkara agar diadakan tindakan pendahulu guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. 2. Putusan Akhir  
16   Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri perkara pada tingkat pemeriksaan pengadilan, meliputi pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi dan MA. Macam-macam putusan akhir adalah sbb: a) Putusan Declaratoir, putusan yang hanya menegaskan atau menyatakan suatu keadaan hukum semata-mata. Misalnya hukum tentang keabsahan anak angkat, putusan ahli waris yang sah b) Putusan Constitutif, putusan yang sifatnya meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru, misalnya putusan yang menyatakan seseorang jatuh pailit. c) Putusan Condemnatoir, putusan yang berisi penghukuman, atau engan kata lain, putusan yang menjatuhkan hukuman. Misalnya menghukum tergugat untuk mengembaikan sesuatu barang kepda penggugat atau untuk membayar kepadanya sejumlah uang tertentu sebagai pembayaran utangnya B. Tinjauan Umum Tentang Eksekusi 1. Pengertian Eksekusi  Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan aturan dan tata cara lnjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu eksekusi tiada lain daripada tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata. Eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisah dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR atau RBG. Bagi setiap orang yang ingin mengetahui pedoman aturan eksekusi, harus merujuk kedalam aturan perundang-undangan yang diatur dalam HIR atau RBG.5                                                           5 M. Yahya Harahap , Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, (Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama, 1993)  h 1-2  
17   Cara-cara menjalankan putusan pengadilan yang disebut eksekusi tadi diatur mulai pasal 195 sampai pasal 224 HIR atau pasal 206 sampai pasal 258 RBG. Namun pada saat sekarang,  tidak semua ketentuan pasal-pasal tadi berlaku efektif. Yang masih betul-betul efektif berlaku terutama pasal 195 sampai pasal 208 dan pasal 224 HIR atau pasal 206 sampai pasal 240 dan pasal 258 RBG.6 2. Asas-asas Eksekusi Sebelum membahas prinsip eksekusi,perlu kiranya disinggung sedikit pembakuan istilah eksekusi dalam  bahasa indonesia. Hal ini perlu dibicarakan untuk menghindari pemakaian istilah yang berlebihan. Di dini dikemukakan istilah yang dipergunakan oleh Subekti. Beliau mengalihkannya dengan istilah “pelaksanaan’’putusan. Begitu pula Retno Sutianto mengalihkannya ke dalam bahasa indonesia dengan istilah “pelaksanaan” putusan sebagai kata ganti eksekusi (executie). Sebab jika bertitik tolak dari ketentuan Bab Kesepuluh Bagian Kelima HIR atau Titek Keempat Bagian Keempat RBG, pengertian eksekusi sama dengan tindakan “menjalankan putusan” (ten uitvoer legging vav vonnissen). 1. Menjalankan putusan yang berkekuatan hukum tetap a. Asas atau aturan umum (General Rules) Eksekusi atau pelaksanaan putusan ialah tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam perkara. Biasanya tindakan eksekusi baru merupakan masalah apabila pihak yang kalah ialah pihak tergugat. Pada tahap eksekusi kedudukan tergugat berubah menjadi “pihak tereksekusi”. Penggugat bertindak selaku pihak yang meminta kepada pengadilan agar pihak tergugat                                                           6 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata, (Liberty, Yogyakarta, 199) h 253  
18   dihukum untuk menyerahkan suatu barang, mengosongkan rumah atau sebidang tanah, melakukan sesuatu, menghentikan sesuatu, atau membayar sejumlah uang.  Pada prinsipnya, hanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang dapat “dijalankan”. Kalau begitu, pada asasnya putusan yang dapat dieksekusi ialah : a) Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (res judicata) b) Karena hanya dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terkandung wujud hubungan hukum yang tetap (fixed) dan pasti antara pihak yang berperkara ; c) Disebabkan hubungan hukum antara pihak yang berperkara sudah tetap dan pasti 1. Hubungan hukum tersebut mesti ditaati; dan 2. Mesti dipenuhi oleh pihak yang dihukum (pihak tergugat)       d)  Cara menaati dan memenuhi hubungan hukum yang ditetapkan dalam amar putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap : 1. Dapat dilakukan atau dijalankan secara “sukarela” oleh pihak tergugat; dan 2. Bila enggan menjalankan secara “sukarela”, hubungan hukum yang ditetapkan dlam putusan harus dilaksanakan “dengan paksa” dengan bantuan “kekuatan hukum”.7 b. Pengecualian terhadap asas hukum Seperti sudah dijelaskan, eksekusi baru dapat dijalankan apabila putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Inilah salah satu asas atau prinsip yang                                                           7 M. Yahya harahap,  Ruang lingkup permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (edisi kedua) (Jakarta; Sinar Grafika 2009)  h. 5-6  
19   mesti diperhatikan pada saat hendak melakukan eksekusi.Di bawah ini akan dikemukakan bentuk-bentuk pengecualian yang diatur dalam undang-undang. a) Pelaksanaan putusan yang dapat dijalankan lebih dulu Benrtuk pelaksanaan putusan “lebih dulu” merupakan salah satu “pengecualian” terhadap prinsip yang dibicarakan diatas. Menurut pasal 180 ayat (1) HIR atau pasal 191 ayat (1) RBG, eksekusi dapat dijalankan pengadilan terhadap putusan pengadilan, sekalipun putusan yang bersangkutan belum memperoleh kekuatan hukum tetap. b) Pelaksanaan putusan provisi Pengecualian kedua berlaku terhadap putusan “provisi”. Pelaksanaan terhadap putusan provisi  merupakan pengecualian eksekusi terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. c) Akta perdamaian  Bentuk pengecualian yang lain ialah akta perdamaian yang diatur dalam pasal 130 HIR atau pasal 154 RBG. Menurut ketentuan pasal dimaksud : 1) Selama persidangan berlangsung, kedua belah pihak yang berperkara dapat berdamai, baik atas anjuran hakim maupun atas inisiatif dan kehendak kedua belah pihak. 2) Apabila tercapai perdamaian dalam persidangan maka : a. Hakim membuat akta perdamaian b. Diktum atau amarnya, menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi  isi akta perdamaian  3) Sifat akta perdamaian dibuat di persidangan mempunyai kekuatan eksekusi seperti putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap d) Eksekusi terhadap Grosse akta 
20   Pengecualian lain yang diatur dalam undang-undang ialah menjalankan eksekusi terhadap “Grosse akta”, baik grosse akta hipotek maupun grosse akta pengakuan uang, sebagaimana yang diatur dalam pasal 224 HIR atau pasal 258 RBG. e) Eksekusi atas Hak Tanggungan (HT) dan jaminan Fidusia (JF) Pengecualian lain adalah eksekusi atas HT berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan eksekusi atas JF berdasarkan UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia.  2. Putusan tidak dijalankan secara sukarela Pada prinsipnya, eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yng telah berkekuatan hukum tetap, baru merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah (tergugat) tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. a. Kepastian pemenuhan putusan secara sukarela Jika diperhatikan ketentuan undang-undang, tidak ada cara pemenuhan putusan secara sukarela. Undang-undang hanya mengatur rincian tata cara pemenuhan putusan secara eksekusi. Akibat dari keadaan yang seperti ini, sering dijumpai berbagai praktik pemenuhan putusan secara sukarela yang berbeda antara satu pengadilan dengan pengadilan lain. b. Manfaat menjalankan putusan secara sukarela Menjalankan putusan secara sukarela bermanfaat bgi diri tergugat sendiri. Besar atau kecilnya biaya eksekusi dalam menjalankan putusan, seluruhnya dibebankan kepada pihak tereksekusi (tergugat). Hal ini sering dilupakan dan diabaikan pihak tergugat.  3. Putusan yang dapat dieksekusi bersifat Kondemnator 
21   Prinsip lain yang mesti dipenuhi, putusan tersebut memuat amar ‘Kondemnator”. Hanya putusan yang bersifat kondemnator yang bisa diekekusi yaitu putusan yang amar atau diktumnya mengandung unsur ‘penghukuman”. 4. Eksekusi atas perintah dan dibawah pimpinan ketua Pengadilan Negeri Asas selanjutnya, eksekusi atas perintah dan di bawah perintah ketua pengadilan negeri, yang dulu memeriksa dan memutusakan perkara itu dalam tingkat pertama. Asas ini diatur dalam pasal 195 ayat (1) HIR atau pasal 206 ayat (1) RBG jika ada putusan yang dlam tingkat pertama diperiksa dan diputus oleh satu pengadilan negeri, maka eksekusi ata putusan tersebut berada di bawah perintah dan pimpinan ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.8    3. Jenis-jenis Eksekusi Ada tiga macam eksekusi yang dikenal oleh Hukum Acara Perdata: 1. Eksekusi putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang. Pelaksanaan melalui penjualan lelang terhadap berang-barang milik pihak yang kalah perkara, sampai mencukupi jumlah uang yang harus dibayar sebagaimana ditentukan dalam putusan hakim tersebut ditambah biaya-biaya pengeluaran untuk pelaksanaan eksekusi tersebut. Dalam praktik dengan berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) H.I.R/pasal 208 RBg, maka barang-barang pihak yang kalah diletakkan sita eksekusi (executoir beslag) terlebih dahulu sebelum penjualan lelang dilakukan, kemudian proses eksekusi dimulai dari barang-barang bergerak dan jika barang-barang bergerak tidak ada atau tidak mencukupi barulah dilakukan terhadap barang-barang yang tidak bergerak (barang tetap).                                                           8 M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (edisi kedua) (Jakarta; Sinar Grafika) 2005  h 7- 19  
22   2. Eksekusi yang diatur dalam pasal 225 H.I.R dimana seseorang dihukum untuk melaksanakan suatu perbuatan.  Apabila seseorang dihukum melakukan suatu perbuatan tersebut dalam waktu yang ditentukan maka pihak yang dimenangkan dalam putusan itu dapat meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri agar perbuatan yang sedianya dilakukan/dilaksanakan oleh pihak yang kalah perkara dinilai dengan sejumlah uang. Dengan lain perkataan pelaksanaan perbuatan itu dilakukan oleh sejumlah uang. Menurut pasal 225 H.I.R yang dapat dilakukan adalah menilai perbuatan yang harus dilakukan oleh tergugat dalam jumlah uang. Tergugat lalu dihukum untuk membayar sejumlah uang sebagai pengganti dari pada pekerjaan yang harus ia lakukan berdasar putusan hakim yang menilai besarnya penggantian ini adalah Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Dengan demikian, maka dapatlah dianggap bahwa putusan hakim yang semula tidak berlaku lagi, atau dengan lain perkataan, putusan yang semula ditarik kembali, dan Ketua Pengadilan Negeri mengganti putusan tersebut dengan putusan lain. Perlu di catat, bahwa bukan putusan Pengadilan Negeri saja, akan tetapi putusan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung pun dapat diperlakukan demikian, tegasnya putusan yang sedang dilaksanakan itu yang lebih menarik perhatian adalah bahwa perubahan putusan ini dilakukan atas kebijaksanaan Ketua Pengadilan Negeri yang sedang memimpin eksekusi tersebut, jadi tidak dalam sidang terbuka. 3.  Eksekusi Riil, yang diatur dalam praktek banyak dilakukan akan tetapi tidak diatur dalam H.I.R. Eksekusi riil yaitu pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan mengosongkan benda tetap kepada orang yang dikalahkan, tetapi perintah tersebut tidak di laksanakan secara sukarela. Jika putusan pengadilan yang memerintahkan 
23   pengkosongan barang tidak bergerak tidak dipenuhi oleh orang yang dihukum, maka Ketua akan memerintahkan dengan surat kepada Jurusita supaya dengan bantuan alat kekuasaan negara, barang tidak bergerak itu dikosongkan oleh orang yang dihukum serta keluarganya dan segala barang kepunyaannya. Dengan demikian dapat dikatakan lebih detail berdasarkan ketentuan pasal 1033 Rv bahwa yang harus meninggalkan barang tidak bergerak yang dikosongkan itu adalah pihak yang dikalahkan beserta sanak saudaranya dan bukan pihak penyewa rumah oleh karena dalam sebuah rumah disita dan atasnya telah diletakkan perjanjian sewa menyewa sebelum rumah itu disita maka pihak penyewa dilindungi oleh asas koop breekst geen huur yakni asas jual beli tidak menghapuskan hubungan sewa menyewa sebagaimana ditentukan pasal 1576 KUH Perdata. Dalam praktik maka ketiga macam eksekusi ini kerap dilaksanakan. Pada dasarnya suatu eksekusi itu dimulai adanya permohonan eksekusi dengan pemohon eksekusi membayar biaya eksekusi kepada petugas urusan kepaniteraan perdata pada Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Kemudian prosedural administrasi berikutnya akan diregister pada buku permohonan eksekusi (KI-A.5), Buku Induk Keuangan Biaya Eksekusi (KI-A.8) dan lalu diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri guna mendapatkan fiat eksekusi. Setelah Ketua Pengadilan Negeri mempelajari permohonan itu dan yakin tidak bertentangan dengan undang-undang maka Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan "penetapan" berisi perintah agar Jurusita Pengadilan memanggil pihak lawan yang dikalahkan atau kedua belah pihak berperkara untuk diberi teguran (aanmaning) supaya pihak lawan yang dikalahkan melaksanakan putusan hakim. Apabila pada waktu "aanmaning" itu para pihak hadir maka kepada pihak lawan yang dikalahkan diberi waktu 8 (delapan) hari sejak tanggal teguran tersebut memenuhi isi putusan. Setelah waktu 
24   tersebut terlampaui dan pihak termihon eksekusi belum memenuhi amar putusan hakim maka dengan ketetapan Ketua Pengadilan Negeri selanjutnya memerintahkan Panitera/Jurusita dengan disertai dua orang saksi yang dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan sita eksekusi terhadap barang-barang/tanah milik termohon eksekusi dan semua ini dibuat pula berita acaranya. Berdasarkan ketentuan pasal 1033 RV dan ditambah dengan asas-asas eksekusi maka tata cara eksekusi riil dapat diringkas sebagai berikut :9 1. Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Syarat ini merupakan prinsip umum dalam menjalankan eksekusi, termasuk eksekusi riil, kecuali dalam putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu dan dalam putusan provisi. 2. Pihak yang kalh tidak mau menaati dan mematuhi putusan secara sukarela. Eksekusi sebagai tindakan pemenuhan putusan pengadilan baru dapat berfungsi apabila pihak yang kalah dalam suatu sengketa tidak mau menjalankan atau memenuhi putusan secara sukarela. 3. Eksekusi riil baru dapat dijalankan setelah dilampaui tenggang waktu peringatan. Sebelum eksekusi secara fisik dilaksanakan maka sebelumnya harus ada peringatan agar pihak yang kalah melaksanakan pemenuhan terhadap  kewajibannya sebagaimana yang ditentukan dalam putusan pengadilan dalam  jangka waktu yang ditentukan. Dimana jangka waktu tidak boleh melebihi dari 8 (delapan) hari. Apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan. Pemenuhan tersebut secara sukarela maka pihak yang menang dapat mengajukan permintaan eksekusi kepada pengadilan negeri yang bersangkutan. Dengan adanya permintaan itu, ketua pengadilan negeri memerintahkan juru sita memanggil pihak yang kalah untuk diperingatkan,                                                           9 M. Yahya Harahap, Ruang lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata( edisi kedua), (Jakarta ; Sinar Grafika 2005) h  40-43 
25   dalam persidangan insidental, pada persidangan itulah pihak yang kalah diperingatkan untuk melaksanakan pemenuhan putusan, serta ketua pengadilan negeri mementukan batas waktu pemenuhan putusan, yakni paling lama 8 (delapan) hari. 4. Mengeluarkan surat penerapan perintah eksekusi. Apabila dalam jangka waktu peringatan pihak yang kalah tidak melaksanakan pemenuhan putusan dan masa peringatan sudah dilampaui, ketua pengadilan negeri akan mngeluarkan surat penetapan perintah eksekusi yang berisi perintah kepada panitera atau juru sita untuk melaksanakan eksekusi pengosongan atau pembongkaran. 5. Panitera atau juru sita melaksanakan perintah eksekusi riil. Setelah panitera atau juru sita ditunjuk untuk melaksanakan perintah eksekusi, maka ia memberi tahukan para pihak yang kalah dan pada hari yang telah ditentukan panitera atau juru sita, para pihak yng bersangkutan beserta ketua pengadilan negeri langsung ke lapangan menjalankan eksekusi secara fisik. Setelah tata cara dalam pelaksanaan eksekusi dilakukan dan proses eksekusi pun telah dilaksanakan maka panitera atau juru sita akan membuat berita acara eksekusi. Ketidak cermatan pembuatan berita acara eksekusi selalu menimbulkan selisih pendapat di kemudian hari, baik karena tidak dibuat secara seksama yang menerangkan tentang peristiwa yang sebenarnya terjadi pada saat eksekusi. Terkadang tidak dijelaskan secara tegas apakah yang dieksekusi seluruh bagian atau sebagian barang. Sering pula tidak disebut luas atau batas tanah yang dieksekusi sehingga dapat menimbulkan persoalan misalnya pihak yang menang dapat menuntut kmbali penyempurnaan eksekusi akibat eksekusi yang lalu baru diserahkan sebagian. 
  26  BAB III METODE PENELITIAN A. Jenis dan Lokasi Penelitian 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriftif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan lain dalam masyarakat.1 Secara sederhana, penelitian lapangan digunakan untuk memperjelas kesesuain antara teori dan praktik. 2. Lokasi Penelitian Dalam melakukan penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan yang berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan, dengan melakukan penelitian dengan memilih tempat penelitian di Pengadilan Negeri Sungguminasa. B. Pendekatan Penelitian Pendekatan penelitian ada metode atau cara mengadakan penelitian, dalam rangka pendekatan pada obyek yang diteliti serta pokok permasalahan, maka spesifiknya pada penelitian ini adalah penelitian yuridis normative. Adapun pendekatan normative adalah pendekatan undang-undang yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang atau regulasi yang                                                           1Amiruddin,dkk.Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada : 2003).  h. 25 
27  sangkutpautkan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan kasus, pendekatan ini di lakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu-isu hukum yang di hadapi. Kasus yang di telaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, hal poko yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan singga dapat di gunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang di hadapi. C. Sumber Data Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pakar, narasumber dan pihak-pihak yang terkait dengan penulisan skripsi ini. 2. Data   sekunder, adalah    data    yang    diperoleh    dari    studi kepustakaan, Putusan Pengadilan Negeri Sungguminas Gowa Nomor 9/PDT.G/2005/PN.SUNG dan   dokumen   tertulis   lainnya   yang diperoleh berhubungan dengan objek Penelitian. D. Metode Pengumpulan Data Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah antara lain adalah menggunakan metode-metode sebagai berikut: 1. Studi dokumen, yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penyusunan yang diteliti yaitu dokumen putusan. 
28  2. Wawancara, yaitu dengan melakukan Tanya jawab secara lisan, tertulis dan terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu yang ada keterkaitannya dengan penelitian ini. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan salah satu Hakim Pengadilan Negeri Takalar. 3. Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada ojek penelitian. Metode observasi ini, untuk mengumpulkan data untuk putusan pengadilan. E. Instrument Penelitian Instrumen dalam Penelitian ini adalah peneliti sendiri. Penulis menyiapkan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang disesuaikan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini dan menggunakan alat perekam selama wawancara dilakukan. Pokok permasalahan ini dapat berkembang sehingga penulis menemukan informasi lain yang berhubungan dengan pokok permasalahan tersebut selama wawancara berlangsung. F. Teknik Pengelolahan dan Analisis  1. Tehnik pengolahan data Pengolahan data secara sederhana diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan sesuai dengan tujuan, rancangan dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dan penelitian ini adalah: a. Editing data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan.hal ini dilakukan dengan 
29  tujuan memperbaiki kualitas data serta menghilangkan keraguan atas data yang diperoleh dari hasil wawancara. b. Koding data adalah penyesuaian data yang diperoleh dalam melakukan penelitian kepustakaan maupu penelitian lapangan dengan pokok pangkalan pada permasalahan dengan cara memeberi kode-kode tertentu pada tiap data tersebut. 2. Analisis Data Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer maupun data sekunder dianalilis secara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang dilakukan guna mencari kebenaran kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data untuk mengungkapakan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, yurisprudensi, buku-buku ilmiah yang berhubungan topik yang anda teliti.  G. Pengujian Keabsahan Data  Dalam megujii data dan materi yang disajikan dipergunakan materi sebagai berikut: 1. Deskriftif yang pada umumnya digunakan dalam menguraikan, mengutip atau memperjelas bunyi peraturan perundang-undangan dan uraian umum. 2. Deduktif yaitu pada umumnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.  
30 BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Sungguminasa Pengadilan dibentuk di Kabupaten Gowa dan berkantor sementara di kantor Daerah Kabupaten Gowa dan bernama Pengadilan Ekonomi Sungguminasa. Di kantor Daerah Kabupaten Gowa, Pengadilan Ekonomi Sungguminasa hanya menempati satu ruangan sehingga perkara-perkara yang ada di Pengadilan Negeri Sunguminasa masih di sidang di Pengadilan Makassar.  Beberapa bulan setelah resmi dibentuk juga di tahun 1964 Gedung Kantor Pengadilan Ekonomi Sungguminasa selesai dibangun. Gedung kantor Pengadilan Ekonomi Sungguminasa beralamat di Jl. HOS Cokroaminoto Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa (sekarang Kantor Bank Sul-Sel cabang Gowa). Namun status kantor adalah Pinjam Pakai dari Pemerintah Kabupaten Gowa. Tapi persidangan perkara masih dilaksanakan di Pengadilan Makassar sampai dengan Tahun 1970-an.             Pada tahun 1965 Pengadilan Ekonomi Sungguminasa berubah menjadi Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas II A. Karena Gedung kantor sudah tidak representatif lagi maka pada tanggal 25 Mei 1977 diusulkan permintaan Gedung Baru. Tahun 1979 Gedung baru selesai dibangun dan diresmikan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum bapak H. Soeroto pada tanggal 02 Februari 1980 di jalan Usman Salengke No. 103 Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Pengadilan Negeri Sungguminasa menjadi Kelas I B berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 27 Februari 2004 Nomor M.01-AT.01.05 Tahun 2004 tentang Peningkatan Kelas Pengadilan dan Sekretariat Pengadilan Negeri Pada Pengadilan 
31  Negeri Limboto, Pengadilan Negeri Selong, Pengadilan Negeri Tarakan, Pengadilan Negeri Makale, Pengadilan Negeri Indramayu, Pengadilan Negeri Sungguminasa dan Pengadilan Negeri Pariaman dari Kelas II menjadi Kelas. Peresmian Peningkatan Kelas Pengadilan Negeri Sungguminasa dari Kelas II menjadi Kelas I dilakukan Oleh H. Bagir Manan pada tanggal 07 Maret 2005.            Pengadilan Negeri Sungguminasa menjadi Kelas I A berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 9 Februari 2017 Nomor 37 /KMA/SK/II/2017 tentang Peningkatan Kelas pada Empat Puluh Enam Pengadilan Negeri Kelas II menjadi Kelas IB dan 17 Pengadilan Negeri Kelas IB Menjadi Kelas 1A. Dalam Rangka Penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada area akuntabilitas dan mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 Pengadilan Negeri Sungguminasa Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas daripelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansipemerintah atas penggunaan anggaran. Hal yang terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure)secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Adapun Tujuan pelaporan Kinerja adalah dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk dapat meningkatkan kinerjanya. 
32  Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dalam melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapaiuntuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.  LKJIP merupakan satu kesatuan laporan yang menyeluruh yang dimulai dengan Perencanaan Strategis. Perencanaan Strategis (Renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.  Sebagai instansi pemerintah menurut Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi 2 serta peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencaari keadilan.Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Untuk itulah Pengadilan Negeri 
33  Sungguminasa menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017.1 B. Kedudukan Perkara  Pr. Tia binti Kalu, bertempat tinggal di Kampung Macinna, Desa Jenemadinging, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abd. Rasyid bin Sangkala sebagai Pemohon Eksekusi, dimana Pr. Tia binti Kalu adalah mertua dari Sangkala bin Sado yang merupakan pemilik tanah sengketa tersebut yang diberikan oleh Toke bin Pondo seluas 23 are (tanah sengketa 17 are ). Pr. Tia bin Kalu ini mengklaim bahwa tanah yang seluas 17 are tersebut adalah tanahnya yang selama ini ditempati oleh Massere bin Marrang dimana Massere bin Marrang diklaim bahwa beliau meminta untuk tinggal sementara di tanah yang bersengketa tersebut. Pr. Tia bin kalu memberikan kuasa kepada anaknya yaitu : Abd Rasyid Bin Sangkala : kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta bertempat tinggal di kampung Macinna Dusun Macinna Desa persiapan Je’nema’dinging kec. Pattallassang, kab. Gowa dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan sekaligus selaku kuasa dari ibu dan saudara kandungnya, yaitu : 1. Pr. Tia Binti Kalu, pekerjaan tidak ada ; 2. Pr. Jumariah Binti Sangkala, pekerjaan tidak ada ; 3. Pr. Yacce Binti Sangkala, pekerjaan tidak ada ; 4. Pr. Sala Binti Sangkala, pekerjaan tidak ada ; Keempatnya bertempat tinggal atau memilih domisili di kampung Macinna Desa Persiapan Je’ne Ma’dinging kec. Pattallassang, Kab. Gowa, berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat di hadapan panitera/sekretaris                                                           1 www.pn-sungguminasa.go.id 
34  Pengadilan Negeri Sungguminasa Tertanggal 21 Februari 2005 dibawah register No. 10/KP/PDT/PNS/2005, untuk selanjutnya disebut penggugat. Melawan a) Lk. Masse Bin Marrang, pekerjaan tani ; b) Lk. Manca Bin Massere, Pekerjaan tani ; c) Pr. Jintang Binti Massere, pekerjaan ibu rumah tangga; d) Lk. Yasang Bin Massere, pekerjaan Jualan ; Kelimanya bertempat tinggal di kampung Macinna Dusun Macinna Desa persiapan Je’nema’dinging kec. Pattallassang, Kab. Gowa, yang dalam hal ini tergugat 1 sampai dengan tergugat IV memberikan kuasa kepada tergugat V bernama : Lk. Yasang Bin Massere, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di kampung Macinna Dusun Macinna Desa persiapan Je’nema’dinging Kec. Pattallassang, Kab. Gowa, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Maret 2005 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa di bawah register No.10/KP/PDT/PNS/2005 untuk melawan disebut sebagai para tergugat.Telah memperhatikan penetapan ketua pengadilan negeri sungguminasa, tertanggal 3 Maret 2005 No. 25/PEN/PH/PNS/2005, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah memperhatikan penetapan hakim ketua majelis tertanggal 9 maret 2005 tentang hari persidangan terhadap perkara ini, telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini, telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara beserta saksi-saksnya dipersidangan, tentang dudukan perkara.  Menimbang, bahwa para penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 28 februari 2005 yang telah didaftar di kepaniteraan pengadilan negeri sungguminasa pada tanggal 1 maret 2005 dengan register perkara No. 9/PDT.G/2005/PN.SUNG, telah mengemukakan pada pokoknya hal-hal sebagai berikut : 
35  1. Bahwa yang menjadi objek sengketa di dalam perkara ini adalah 1 (satu) petak tanah kering ( perumahan ) seluas kurang lebih 17 are ( 0,17 Ha ) Persil No. 15 D.I Kohir No. 495 CI atas nama sangkala bin sado ( suami/ayah penggugat-penggugat ), yang terletak di kampung Macinna Dusun Macinna Desa persiapan je’ne ma’dinging kec. Pattallassang, kab. Gowa,  batas-batas pada sebelah : a. Utara : dengan tanah kering penggugat-penggugat ; b. Timur : dengan jalan ; c. Selatan : dengan tanah kering penggugat-penggugat; d. Barat : dengan tanah kering Massere bin marrang/rumah malolo binti massere ; 2. Bahwa tanah kering dengan identitas seperti tersebut di atas selanjutnya akan disebut ‘’Tanah sengketa” di dalam perkara ; 3. Bahwa tanah sengketa seluas kering 17 are tersebut di atas adalah bagian dari tanah kering milik Sangkala bin Sado almarhum ( suami/ayah penggugat-penggugat )yang telah meninggal dunia pada tahun 1998, yang luas keseluruhannya ( termasuk tanah sengketa ) adalah seluas 23 are ( 0,23 Ha ), persil No. 15.DI Kohir No. 495 CI atas nama Sangkala bin Sado, dimana pajak PBB dari tanah kering seluas 23 are tersebut ( termasuk tanah sengketa seluas 17 are ) sampai saat ini tetap dibayar dan dilunasi pajak/PBB-nya atas nama Sangkala bin Sado ( suami/ayah penggugat-penggugat ) setiap tahunnya ; 4. Bahwa tanah kering seluas 23 are tersebut ( termasuk tanah sengketa seluas 17 are ) awalnya adalah milik Toke bin Pondo. ( Besan/Ipar Sangkala bin Sado ), dimana pada sekitar tahun 1965 tanah kering 
36  seluas 23 are tersebut telah diberikan oleh Toke bin Pondo kepada Sangkala bin Sado; 5. Bahwa setelah tanah kering seluas 23 are tersebut diberikan oleh toke bin pondo kepada sangkala bin sado, maka sejak saat itu tanah kering tersebut (termasuk tanah sengketa seluas kurang lebih 17 are) sepenuhnya telah menjadi hak milik yang sah dari sangkala bin sado beserta istri dan anak-anaknya (in casu penggugat-penggugat) lalu tinggal menetap diatas tanah kering tersebut yaitu pada tanah kering yang berbatasan pada sebelah utara tanah sengketa (yang luasnya kurang lebih 3 are); 6. Bahwa di atas tanah kering seluas kurang lebih 3 are itulah sangkala bin sado tinggal dan menetap bersama istri dan anak-anaknya ( penggugat-penggugat Abd.Rasyid bin Sangkala bersaudara bahkan kawin diatas tanah sengketa tersebut ), dan setelah Lk. Sangkala bin sado meninggal dunia pada tahun 1998 yang lalu penggugat Pr. Tia binti kalu ( istri dari sangkala bin sado ) masih tetap tinggal diatas tanah sengketa tersebut sampai sekarang, sedangkan penggugat Abd. Rasyid bin Sangkala bersaudara sudah pindah dan tinggal di luar tanah kering tersebut ; 7. Bahwa dengan meninggalnya Sangkala bin Sado pada tahun 1998, maka tanah kering seluas 23 are tersebut ( termasuk tanah sengketa kurang lebih 17 are ) jatuh waris dan menjadi hak milik yang sah dari pemilikan penggugat-penggugat selaku ahli waris (istri dan anak-anak) Sangkala bin Sado tersebut sampai sekarang (masih merupakan barang buedel;  
37  8. Bahwa disamping tanah kering seluas kurang lebih 3 are yang di tempati dan di tinngali oleh penggugat peremuan Tia Binti Kalu (istri dari Sangkala Bin Sado) yang berada pada batas sebelah utara tanah sengketa, maka tanah kering milik penggugat-penggugat seluas kurang lebih 3 are (yang juga merupakan bagian dari tanah kering seluas 23 are) yang berada pada batas sebelah selatan tanah sengketa, pada saat ini masih ditempati dan ditinggali oleh perempuan Tene ( keluarga semenda dari Pr. Tia bin kalu ) dengan status menumpang sementara, sehingga tanah sengketa seluas kurang lebih 17 are tersebut diapit oleh tanah kering milik penggugat-penggugat yang masing-masing kurang lebih 3 are tersebut diatas ( in casu tanah kering yang terletak pada batas sebelah utara dan batas sebelah selatan dari tanah sengketa ) ; a) Jadi kalau diperinci keadaan tanah kering seluas 23 are yang berasal dan merupakan warisan dari sangkala bin sado almarhum tersebut, maka keadaannya adalah sebagai berikut : a. Tanah sengketa seluas..................................................±17 are ; b. Tanah kering yang ditempati Pr. Tia binti Kalu...........±3 are   ; c. Tanah kering yang ditempati pr. Te’ne.........................±3 are   ; Jumlah luas seluruhnya adalah                                    ±23are ; 9. Bahwa adapun tanah sengketa seluas kurang lebih 17 are tersebut selama puluhan tahun dimiliki dan dikuasai oleh Sangkala bin Sado almarhum ( setelah diberikan oleh Toke bin Pondo pada tahun 1965 ), maka selama itu sama sekali tidak pernah ada keberatan atau klaim dari pihak manapun juga, bahkan Sangkala bin Sado telah mengizinkan kepada Lk. Kalu ( mertuanya ) dan LK. Dg Nyambang ( kemenakan 
38  istrinya) untuk tinggal dan menetap sementara di atas tanah sengketa seluas 17 are tersebut ; Dan nantilah setelah Lk. Kalu dan Lk. Dg Nyambang keluar dari tanah sengketa, maka pada sekitar tahun 1984 masuklah dan menetap dengan tanpa hak dan melawan hukum tergugat I. Massere bin Marrang di atas tanah sengketa dan membangun rumah panggung sampai sekarang; bahwa selanjutnya pada sekitar Tahun 1988 dan Tahun 1992 masuk dan menetap pula dengan tanpa hak dan melawan hukum tergugat II Lk. Manca bin Massere dan tergugat III Pr. Jintang binti Marrang di atas tanah sengketa dengan membangun rumah panggung sampai sekarang; dan pada Tahun 2000 yang lalu terguguat IV Pr. Malolo binti Massere membangun pula rumah panggung disebelah barat tanah sengketa, tetapi rumah tergugat IV tersebut separuhnya ( ± 6 X 8 meter ) masuk diatas tanah sengketa milik penggugat-penggugat, dan terakhir pada Tahun 2003 yang lalu tergugat V Lk. Yasang bin Massere yang telah menetap dan membangun kedai (dari bahan bambu) dengan tanpa hak dan melawan hukum diatas tanah sengketa sampai sekarang ; 10. Bahwa karna tergugat-tergugat baik yang dilakukan secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, yang telah masuk dan menetap serta membangun rumah panggung atau kedai di atas tanah sengketa milik penggugat-penggugat, yang tindakan tergugat-tergugat tersebut diatas adalah tindakan yang tanpa hak dan melawan hukum ; 11. Bahwa penggugat-penggugat telah berusaha secara damai untuk meminta kembali tanah sengketa miliknya tersebut dari tangan tergugat-tergugat tetapi tergugat-tergugat tetap mempertahankan dan 
39  menguasai tanah sengketa dengan tanpa hak dan melawan hukum sampai sekarang ; 12. Bahwa karena tergugat-tergugat telah membangun rumah panggung atau kedai diatas tanah sengketa dan tanpa hak melawan hukum dan tanpa izin penggugat maka adalah wajar dan beralasan hukum untuk menghukum tergugat-tergugat membongkar dan memindahkan rumah panggung atau kedainya dari atas tanah sengketa dengan biaya dan resiko tergugat-tergugat sendiri 13. Bahwa khusus tanah kering milik penggugat-penggugat yang masing-masing seluas kurang lebih 3 are yang ditempati dan ditinggali oleh penggugat Pr. Tia bin Kalu dan Pr. Te’ne sebenarnya pernah digugat oleh tergugat I Lk. Massere binti Marrang di Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam perkara Perdata No. 10/PDT.G/2000/PN.SUNG, dengan objek sengketa antara lain masing-masing tanah kering seluas kurang lebih 3 are tersebut diatas, telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa Tertanggal 1 Agustus 2000 No. 10/PDT.G/2000/PN.SUNG, dengan amar putusan antara lain menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ‘’ dan putusan pengadilan negeri sungguminasa tersebut diatas telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap berdasarkan putusan pengadilan tinggi makassar Tertanggal 9 Juni 2001 No. 39/PDT/2001/PT.MKS, yang menguatkan Putusan Negeri Sunggumunasa dan tidak memohonkan pemeriksaan kasasi oleh tergugat I Lk. Massere bin Marrang, sehingga dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa yang telah berkekuatan hukum tetap yang mengikat tanah kering milik penggugat-penggugat yang masing-masing seluas kurang lebih 3 are tersebut diatas, maka 
40  secara hukum tanah kering seluas masing-masing 3 are tersebut diatas adalah hak milik yang sah dari penggugat-penggugat dan adalah merupakan bagian dari tanah kering seluas 23 are tersebut dimana termasuk pula tanah sengketa seluas kurang lebih 17 are didalamnya ; 14. Bahwa karena kepemilikan penggugat-penggugat atas tanah sengketa didasarkan atas bukti-bukti yang kuat dan sah maka adalah berdasarkan dan beralasan hukum penggugat-penggugat memohon agar putusan didalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahului (serta merta) meskipun tergugat-tergugat mengajukan verzet, banding maupun kasasi, bahwa akibat perbuatan tergugat-tergugat yang tanpa hak dan melawan hukum tersebut diatas maka penggugat-penggugat merasa sangat dirugikan dan berdasarkan mana penggugat-penggugat dengan ini memohon dihadapan yth. Ibu ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa kiranya berkenaan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut : a) Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya : b) Menetapkan menurut hukum bahwa penggugat-penggugat adalah ahli waris yang sah (istri/anak-anak ), dari Sangkala bin Sado almarhum; c) Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa tanah sengketa adalah hak milik yang sah dari penggugat-penggugat yang merupakan bagian dari tanah kering seluas kurang lebih 23 are milik Sangkala bin Sado almarhum yang telah diwariskan kepada penggugat-penggugat ; 
41  d) Menyatakan bahwa tindakan tergugat-tergugat baik yang dilakukan secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama yang telah menguasai tanah sengketa serta masuk dan menetap atau membangun rumah panggung atau kedai di atas tanah sengketa adalah tindakan yang tanpa hak dan melawan hukum ; e) Menghukum kepada tergugat-tergugat atau kepada siapa saja yang dikira memperoleh hak daripadanya untuk mengembalikkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada penggugat-penggugat dalam keadaan bebas, kosong, utuh dan sempurna dan bila perlu dengan bantuan alat negara ; f) Menghukum pula kepada tergugat-tergugat untuk membongkar dan memindahkan rumah atau kedainya dari atas tanah sengketa dengan biaya dan resiko tergugat-tergugat sendiri ; g) Menetapkan pula bahwa putusan di dalam perkara ini dapat dijelaskan lebih dahulu (serta merta) meskipun pihak tergugat-tergugat mengajukan verzet banding maupun kasasi ; h) Menghukum pula kepada tergugat-tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya acara yang timbul dari perkara ini atau bila mana majelis hakim bertindak lain, mohon putusan yang seadil adilnya menurut hukum dan kepatutan ; Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para penggugat, datang menghadap mewakili oleh kuasanya sedangkan para tergugat tidak datang, meskipun telah dipanggil secara patut, dan pada persidangan-persidangan selanjutnya para tergugat kemudian menyatakan bahwa kehadirannya dipersidangan akan diwakili oleh kuasanya ; 
42  Menimbang bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara in di lanjutkan dengan membacakkan surat gugtan para penggugat dimana para penggugat ,menerangkan tetap pada isi gugatannya ; Menimbang, atas gugatan para penggugat tersebut, para penggugat menerangkan telah mengerti isi dan maksud gugatan para penggugat dan atas gugatan para penggugat tersebut, para tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 5 april 2005, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut : 1.  DALAM EKSEPSI 1. Bahwa pertama-tama penggugat menyatakan membantah dengan tegas keseluruhan dalil dan dalil gugatan tersebut, terkecuali yang merupakan pegakuan atas kebenaran eksepsi tergugat serta tidak dirugikan kepentingan dan hak tergugat-tergugat ; 2. Bahwa mempelajari lebih jauh gugatan penggugat, tidak memenuhi persyaratan hukum dan undang-undang karna penggugat salah menggugat objek maupun luas serta batas,seperti dalam surat gugatannya, karena tergugat menguasai atau menempati tanah miliknya sendiri yaitu seluas 1,11 HA dengan batas-batas sebagai berikut : a) Sebelah utara dengan tanah kering BAKKARA /RAPING ; b) Sebelah timur dengan jalan desa; c) Sebelah selatan dengan tanah kering Dg Samba ; d) Sebelah barat sawah milik Nawing/Sappara ; 
43  Berdasarkan alas hukum diatas maka berdasarkan dan beralasan hukum bila gugatan penggugat dinyatakan di tolak atau tidak dapat diterima ; 3. Bahwa lebih jauh kita menyelusuri kekurangan “formalnya” gugatan penggugat yang sangat bertentangan dengan hukum acara perdata yaitu dalil gugatan pada halam 2 poin No. 4 pada pokoknya bermakna : a. Bahwa tanah sengketa seluas 23 are tersebut adalah awalnya milik TOKE BIN PONDO dan kemudian diberikan kepada Sangkala bin Sado dan kemudian digarap atau ditempati oleh penggugat-penggugat ; b. Bahwa dari gugatan penggugat tersebut sangat jelas bahwa penggugat tidak dapat menunjukkan adanya pemberian atau pengalihan yang satu dari TOKE BIN PONDO  kepada SANGKALA BIN SADO dan itu adalah rekayasa saja sehingga segala apa yang didalilkan penggugat atas tanah kering atau tanah sengketa sebagaimana dalam gugatannya tidak lebih sekedar SALAH atau keliru karena tanah yang dikuasai atau ditempati tergugat-tergugat adalah atas nama MASSERE BIN MARRANG yang luasnya dan Nomor dan kohir yang berada denga apa yang dituangkan peggugat dalam surat gugatannya tersebut, untuk itu sekali lagi gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ; 2. DALAM POKOK PERKARA  Bahwa pada bagian pokok perkara ini, sekali lagi tergugat menyatakan membantah dengan tegas keseluruhan dalil-dalil gugatan penggugat, terkeculai pengakuannya yang secara jelas dan tegas kebenarannya bantahan atau jawaban terggugat ; 
44  1.  Bahwa terhadap apa yang telah dikemukakan oleh tergugat pada bagian eksepsi diatas, adalah merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara dan saling menguatkan antara 1 dengan yang lainnya ; 2. Bahwa penggugat didalam surat gugatannya adalah keliru dan mengada-ngada, karena tergugat sama sekali tidak pernah menguasai atau memiliki tanah penggugat seluas 17 are dengan persil No. 15 Di kohir No. 495 CI atas nama sangkala bin sado , akan tetapi penggugat hanya menguasai atau menempati tanah miliknya sendiri yang seluas 1.11 Ha atas nama tergugat I yaitu maasere bin marrang, yang dari sejak zaman belanda ditempati dan digarap bersama orang tuanya yang bernama marrnag dan sampai sekarang masih ditempati dan digarap oleh tergugat I bersama dengan anaknya dan saudaranya ; 3. Bahwa penggugat dalam surat gugatannya menyatakan bahwa tanah sengketa seluas 23 are adalah awalnya dari toke bin pondo kemudian diberikan kepada sangkala bin sado adalah tidak benar karena Lk. Toke sendiri tidak pernah menguasai atau mengakui tanah milik tergugat yang kini menjadi sengketa, penggugat hanya tidak lain dari pada mengadaa-ada dan mengatas namakan orang lain, karena tanah milik yoke bin pondo memang ada di sebeleh jalan sebelah timur tanah sengketa yang saat ini ditempti dan dikuasai bersama dengan anaknya dan termasuk abd rasyid bin sangkala ( kuasa penggugat ) tinggal didalam tanah milik toke bin pondo, jadi walaupun pada akhirnya tanah sengketa itu diakaui oleh toke sebagai miliknya dan diberikan kepadaa sangkala, itu adalah rekayasa saja dan persengkokolan antara menantu dengan mertua ; 
45  4. Bahwa pada sekitar tahun 1950 justru Lk. Sangkala bin sado ( suami tia ) masuk membangun rumah dan tinggal diatas tanah milik MASSERE BIN MARRANG (tergugat I) atas peretujuan Massere dengan alasan menumpang sementara, dimana pada saat itu Lk. Sangkala membangun rumahnya diatas tnah milik tergugat pada bagian timur sebelah utara, juga dengan hal yang sama pada sekitar tahun 1966 Pr. Te’ne meminta juga dari massere, dan kemudian Pr. Te’ne tersebut diizinkan lalu membangun rumah dan tinggal di atas tanah milik massere pada bagian timur sebelah selatan, maka pada saat itu tergugat massere diapit berada ditenagh sampai sekarang, namun karena kelicikan dan keserakahan penggugat khususnya abd. Rasyid pada saat itu menjadi kepala dusun macinna secara diam-diam dan melawan hukum tanpa seizin dan sepengetahuan tergugat abd rasyid tersebut (penggugat) menerbitkan surat atas nama orang tuanya dan akhirnya baik Pr. Tia sudah tidak mau lagi keluar dari tanah milik tergugat atas pengaruh dari abd. Rasyid bin sangkala (penggugat) ; 5. Bahwa tidak benar pula kalau penggugat menyatakan tergugat I massere bin marrang dan menetap dengan tanpa hak dan melawan hukum pada sekitar tahun 1984,karena sekali lagi tergugat ditegaskan bahwa tergugat I dai zaman belanda sudah menggarap dan tinggal diatas tanah sengketa bersama dengan orang tuanya yang bernama MARRANG dan sampai sekarang tergugat masih tetap tinggal dan menguasai tanah tersebut bersama dengan anak-anaknya dan saudaranya dan membayar PBB nya dari dulu sampai sekarang ; Dan pda akhirnya dari keseluruhan uraian dan fakta-fakta hukum di atas, tergugat memohon kehadapan yang terhormat majelis hakim yang 
46  mulia kiranya berkenaan memberikan putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini sebagai berikut : Dalam eksepsi Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ; 1. Dalam Pokok Perkara a) Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, atau setidak tidaknya gugatan tidak dapat diterima ; b) Menghukum para penggugat untuk membayar semua biaya acara yang timbul dalam perkara  ini ; Menimbang bahwa atas jawaban para tergugat tersebut,pihak penggugat mengajukan repliknya tertanggal 12 april 2005, yang kemudian ditanggapi oleh pihak tergugat secara tertulis dalam dupliknya tertanggal 6 mei 2005, selengkapnya terlampir di dalam berkas perkara ini dan untuk mepersingklat uraian putusan ini, dianggap telah termuat dan turt dipertimbangkan dalam mengambil putusan dalm perkara ini ; Menimbang bahwa pada dasarnya gugatan para penggugat telah dibantah kebenarannya oleh pihat tergugat, maka pihak penggugat diwajibkan untuk lebih dahulu membuktikan dalil-dalil gugatannya; Menimbang bahwa pihak penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat sebagai berikut : 1. Fotocopy surat pemberitahuan pajak terutang tentang pajak bumu bangunan sangkala bin sado tahun 2004,diberi tanda P.1 2. Fotocopy surat ketetapan pajak hasil bumi atas nama sangkala bin sado, diberi tand P.2 3. Fotocopy surat keterangan pernyataan sendiri tahun 1998, diberi tanda P.3 
47  4. Fotocopy surat keterangan yang dikeluarkan oleh kepala desa paccellekang tahun 1998, diberi tanda P.4 5. Fotocopy surat pernyataan tertnggal 29 oktober 1988, diberi tanda P.5 6. Fotocopy salinan putusan pengadilan negeri sungguminasa No.10/PDT.G/2000/PN.SUNGG, diberi tanda P.6 7. Fotocopy salinan putusan pengadilan tinggi makassar 01/PT.MKS, diberi tanda P.7 Menimbang bahwa bukti-bukti surat para penggugat tersebut telah bermaterai cukup dan dimuka dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya sehingga sah sebagai bukti dipersidangan ; Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, para penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ; 1. Saksi Dg. Toke bin Pondo, di muka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : a) Bahwa antara penggugat daan tergugat bersengketa tanah kerimg yang terletak di dusun Macinna desa Je’nemadinging kecamatan pattallassang kabupaten gowa, yang luasnya kurang lebih 17 are ; b) Bahwa di dalam tanah sengketa tersebut terdapat 5 (lima) buah rumah dan masing-masing ditempati oleh :  1) Lk. Yasang 2) Lk. Massere 3) Lk. Manca 4) Pr. Sabintang 5) Pr. Lolo 
48  c) Bahwa sawah sengketa tersebut awalnya adalah milik Lk. Toke bin pondo (saksi) kemudian saksi (Toke bin Pondo) sendiri yang serahkan kepada sangkala ; d) Bahwa antara sangkala dengan toke ada hubungan perkawinan ; e) Bahwa sekarang objek sengketa tersebut dikuasai oleh tergugat-tergugat dan tergugat-tergugat masuk ketanah sengketa saksi tidak tahu sebabnya ; f) Bahwa yang lebih dulu msuk kedalam tanah sengketa adalah sangkala, kemudian tergugat-tergugat ; g) Bahwa antara  massere dan istrinya dg sangkala adalah sepupu sekali; h) Bahwa setelah sangkala meninggal yang tinggal diatas tanah sengketa adalah istrinya ; i) Bahwa saksi mengetahui hal ini karena rumah saksi berdekatan dengan tanah sengketa ; j) Bahwa anatara penggugat dan tergugat tidak pernah berperkara dan prnah berperkara adalah Umara dan Massere ; Bahwa yang menjadi sengketa adalah tanah disebelah selatan dan sekarang dikuasai oleh negara ; Bahwa dulu didalam obyek sengketa ada tanaman karena saya pernah menggarap tanah tersebut bersama dengan bapak saya ; 3. Saksi Bongka dg Ngempo, di muka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; a) Bahwa antara penggugat dan tergugat besengketa  I (satu) petak tanah kering yang terletak dikampung Macinna Dusun Macinna Kec pattallassang kab. Gowa  
49  b) Bahwa tanah sengketa tersbut berasal dari sangkala dan sangkala peroleh dari toke dan hubungan antara toke dan sangkala adalah besan ; c) Bahwa sekarang sangkala sudah meninggal, tetapi tanah tersebut atas nama sangkala, kemudian berubah ke atas nama Ta ( penggugat) karena anaknya ; d) Bahwa toke memberikan tanah kepada sangkala hanya 1 (satu) petak, sangkala ssudah meninggal tetapi tanah tersebut beralih ke atass nama Pr. Tia ; e) Bahwa didalam tanah sengketa terdapat 5 (lima) buah rumah yaiu ; 1. Lk. Massere 2. Lk. Yasang 3. Lk. Mnc 4. Lk. Bintang 5.  Lk. Malolo f) Bahwa luas objek sengketa tersebut adalah 10 ( sepuluh) are, saksi tahu hal ini karena sering ke lokasi, sebelum tergugat-tergugt tinggal dan masuk ke tanah sengketa ; g) Bahwa rumah tersebut adalah miliknya sangkala, tetap tergugat-tergugat masuk dan tinggal diatas tanah tersebut saksi tidak tahu sebabnya ; h) Bahwa adapun batas-batas tanah sengketa tersebut adalah sebagai berikut : 1) Utara rumah sangkala 2) Timur dengan jalanan 3) Selatan dengan tanah milik H.limpo  4) Barat dengan rumah milik Massere Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut. Kuasa penggugat menyatakan benar, sedangkan kuasa para tergugat menyatakan tidak benar ; 
50  Menimbang bahwa oleh para tergugat membantah dalil-dalil gugatan para penggugat, maka pihak tergugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya ; Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, para tergugat telah mengajukan bukti-bujti sebagai berikut ; 1. Fotocopy surat ketetapan iuran pembangunan daerah atas nama Massere bin marrang tahun 1973, diberi tanda  T-1 2. Fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2004 atas nama Massere bin marrang diberi tanda T-2 3. Fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang pajk bumu dan bangungan tahun 2005 atas nama Massere bin marrang, diberi tanda T-3 Menimbang bahwa bukti para tergugat tersebut telah bermaterai cukup dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok sesuai dengan alinya, sehingga sah sebagai bukti surat dipersidangan ; Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, para tergugat juga megajukan saksi-saksi sebagai berikut ; 1. Saksi Dg Yajji , dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; a) Bahwa antara penggugat dan tergugat bersengketa 1 (satu) petak tanah kering yang terletak di kampung Macinna Desa Je’nemadinging kec pattallassang kab. Gowa  b) Bahwa luas tanah tersebut adalah 1.11 Ha dengan batas-batas sebagai berikut ; 1. Utara dengan tanah dg bakkara 2. Timur dengan jalanan 3. Selatan dengan tanah sasoe 4. Barat dengan tanah baco 
51  c) Bahwa tanah tersebut adalah dikuasai oleh Massere dan didalam tanah itu terdapat 7 buah rumah yaitu ; 1) Dg te’ne 2) Dg ngitang 3) Manca 4) Lesang 5) Dg massere 6) Dg tia 7) Dg coe d) Bahwa mereka tinggal didalam tanah sengketa karena Massere sendiri yang menyuruh tinggal didalam tanah sengketa karna tanah tersebut dari dulu sampai sekarang dikuasai oleh Massere ; e) Bahwa hal ini saksi tahu karena dari dulu sampai sekarang berdekatang dengan tanah tersebut ; f) Bahwa tanah tersebut ada mempunyai surat dam didalam surat tersebut terdaftar atas nama Massere ; g) Bahwa tanah tersebut diperoleh Massere dari orang tuanya yang bernama Marang ; h) Bahwa Tia binti Kalu masuk kedalam tanah sengketa atas izin dari Massere hal ini saksi ketahui karena diberitahukan oleh Massere; i) Bahwa saksi kenal dengan sangkala dan sangkala sudah lama meninggal dunia ; j) Bahwa yang lebih dulu tinggal diatas tanah sengketa tersebut adalah orang tua penggugat kemudian Massere ; 2. Saksi Yamidu Dg Sikki ,dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; 
52  a) Bahwa anatara pnggugat dan tergugat bersengketa 1 (satu) petak tanah kering  b) Bahwa sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Masseere (tergugat) dan mereka pula yang tinggal di atas tanah tersebut c) Bahwa luas tanah tersebut ialah 1.11 ha yang dan tanah tersebut adalah bersambung denga tanah yang ditempati pleh Pr. Tia binti sangkala (penggugat) d) Bahwa Massere lebih dulu tinggal di dalam tanah sengketa baru sangkala karena sangkala hanya menumpang dari Massere ; e) Bahwa hubungan antara Pr. Tia dengan Massere adala sepupu sekali f) Bahwa tanah tersebut diperoleh Massere dari orang tuanya yanag bernama Marrang g) Bahwa saksi kenal dengan toke bin pondo dan tanah sengketa bukan miliknya toke tetapi milik dari Massere sendiri h) Bahwa dulu nyambang pernah tinggal diatas tanah tersebut  i) Batas-batas tanah sengketa tersebut adalah : - 1. Utara dengan tanah Bakkara 2. Timur dengan jalanan/Dg. Toke 3. Selatan dengan Dg Samba 4. Barat dengan Baco Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, kuasa para tergugat menyatakan benar, sedangkan kuasa para penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan  Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan tentang objek sengketa majelis hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada hari jumat tanggal 
53  5 agustus 2005, di Dusun Macinna Desa Je’nemadinging kecamatan pattallassang kab. Gowa, yang dihadiri oleh kuasa kedia belah pihak, kepala Desa Jenemadinging dan warga disekitar tanah sengketa, dengan temuan-temuan sebagai berikut ; a. Bahwa benar tanah yang disengketakan adalah 1 (satu) petak tanah kering ( perumahan) yang terletak di kampung Macinna Dusun Macinna Desa persiapan Jenemadinging kecamatan pattalassang kabupaten Gowa, seluas kuarang lebih 17 re (0,17 ha) Persil No.15.D.I Kohir No.495 C.I, dengan batas-batas sebagai berikut : a) Utara    : berbatasan dengan tanah kering pengugat-penggugat b) Timur   :  berbatasan dengan jalanan desa c) Selatan : berbatasan dengan tanah kering penggugat- penggugat d) Barat    : berbatasan dengan tanah kering Massere bin  Marrang b. Bahwa diatas tanah sengketa terdapat 5 ( lima ) buah rumah panggung milik dari para tergugat c. Bahwa benar tanah sengketa tersebut menurut kepala desa, didalam buku rincik terdaftar atas nama Massere bin Marrang Menimbang, bahwa oleh karena acara pembuktian kedua belah pihak dalam perkara ini telah selesai, maka sebagai bagian akhir pemeriksaan, kedua belah pihak mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 15 agustus 2005 Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala seseautu yang terjadi dimuka persidangan sebagaimana tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini, akan dianggap telah dicantumkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini 
54  Menimbang, pada akhirnya kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan tentang hukumnya Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ; Menimbang, bahwa majelis hakim sebelum menilai pokok perkara akan mempertimbangkan terlebih dhulu eksepsi para tergugat apakah beralasan atau tidak beralasan secara hukum ; DALAM EKSEPSI Menimbang bahwa, sebagaimana eksepsi para tergugat dalam jawabnnya seperti telah termuat dalam berita acara perkara ini, maka untuk menyingkat segala sesuatu yang berkenaan dengan eksepsi dianggap telah termuat dalam putusan ini ; Menimbang bahwa setelah mempelajari eksepsi yang diajukan oleh para tergugat dimana para tergugat mempersoalkan tentang hal-hal sebagai berikut ; 1. Bahwa gugatan para penggugat adalah tidak benar, tidak jelas dan keliru menyebutkan objek, luas dan batas-batas tanah sengketa; 2. Bahwa gugatan para penggugat keliru dan salah karena menggugat orang yang menguasai tanak sengketa, dimana tanah sengketa adalah miliknya sendiri yang berasal dari orang tuanya; Menimbang bahwa mengenai eksepsi (tangkisan) Lilik Mulyadi dalam bukunya “hukum acara perdata” hal. 137 menyatakan eksepsi adalah jawaban tergugat atau khuasanya yang tidak lansung mengenai pokok perkara, pengertian ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh “Retno Wulan Sutantio” dkk dalam bukunya “strategi menyusun dan menangani gugatan perdata” hal. 149 
55  Menimbang bahwa merujuk pada pengertian eksepsi dan jika dicermati secara seksama keseluruhan eksepsi yang diajukan oleh kuasa para tergugat seperti tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi “kuasa para tergugat tersebut sudah membahas dan berkenaan dengan materi pokok perkara dan  bukan mengenai kewenangan mengadili secara relatif maupun kewenangan menagdili secara absolut, sehingga diperlukan pembuktian terlebih dahulu, oleh karenanya terhadap eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya dan selanjutnya majelis hakim akan mempertimbngkan mengenai pokok permasalahan yang ada dalam perkara ini sebagaimana disebutkan diatas DALAM POKOK PERKARA  Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan para penggugat sebagimana terurai di atas Menimbang bahwa gugatan pata penggugat pada pokoknya didasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut ; 1. Bahwa penggugat adalah pemilik yang sah atas 1 (satu) petak tanah kering perumahan seluas kurang lebih 17 are (0.17 ha) Percil No.15 DI,Kohir No.495 CI atas nama Sangkala bin Sado (suami dan ayah para penggugat) yang terletak di kampung Macinna Dusun Macinna, Desa persiapan Jenemadinging kecamatan pattallassang kabupaten Gowa dengan batas-batas pada sebelah: a) Utara  : berbatasan dengan tanah kering pengugat-penggugat b) Timur : berbatasan dengan jalanan desa c) Selatan : berbatasan dengan tanah kering penggugat-penggugat d) Barat : berbatasan dengan tanah kering Massere bin Marrang 2. Bahwa tanah sengketa seluas kurang lebih 17 are tersebut adalah bagian dari tanah milik sangkala bin sado yang luas keseluruhannya 
56  adalah 23 are (0,23 ha) Persil No.15 DI Kohir No.495 C.I atas nama sangkala bin sado, dimana pajak atau PBBnya sampai sekarang tetap dibayar dan dilunasi oleh penggugat 3. Bahwa tanah sengketa tersebut diatas adalah milik yang sah dari penggugat, yang awalnya adalah milik Toke bin pondo (besan dari sangkala bin sado), dimana pada sekitar tahun 1965 tanah tersebut telah diberikan oleh Tke bin pondo kepada sangkala bin sado 4. Bahwa setelah tanah sengketa tersebut diberikan oleh Yoke bin Pondo kepada Sangkala bin Sado, maka sejak saat itu tanah tersebut sepenuhnya telah menjadi hak milik yang sah dari Sangkala bin Sado, dimana sejak tahun 1966 Sangkala bin Sado beserta istri dan anak-anaknya ( in casu para penggugat) tinggal dan menetap diatas tanah tersebut 5. Bahwa setelah Sangkala bin Sado meninggal dunia pada tahun 1998, maka tanah tersebut jatuh waris dan menjadi hak milik yang sah dari penggugat selaku ahli waris dari Sangkala bin Sado sampai sekarang 6. Bahwa sejak tahun 1965 setelah tanah sengketa tersebut diberikan oleh Toke bin Pondo kepada Sangkala bin Sado, maka sejak saat itu tanah tersebut dimiliki dan dikuasai oleh Sangkala bin Sado tanpa ada yang merasa keberatan atau dirugikan serta klaim dari pihak manapun juga bahkan Sangkala bin Sado telah mengizinkan Lk. Kalu (mertuanya) dan Lk. Dg nyambang (kemenakan istrinya) untuk tinggal dan menetap sementara diatas tanah sengketa tersebut 7. Bahwa selanjutnya pada sekitar tahun 1994, setelah Lk. Kalu dan Lk dg nyambang keluar dari tanah sengeta, maka tiba-tiba tanah sengketa diklaim dan dikuasai dengan tanpa hak dan melwan huku oleh 
57  tergugat 1 Massere bin Marrang dengan menbangun rumah panggung sampai sekarang, bahkan pada tahun 1988,1992,2000 dan sekitar 2003 tergugat II sampai dengan trgugat V ikut masuk juga dengan tanpa hak dan melawan hukum dengan membangun rumah panggung sampai sekarang 8. Bahwa para penggugat telah berusaha secara damai untuk kembali tanah sengketa miliknya tersebut dari tangan tergugat,akan tetapi para tergugat telah mempertahankan dan menguasai tanah sengketa dengan tanpa hak dan melawan hukum sampai sekarang.  Menimbang bahwa dilain pihak ternyata para tergugat telah menyangkali dalil-dalil gugatan para penggugat tersebut dan menyatkan pada pokoknya didasaekarkn pada dalil-dalil beriku ; 1. Bahwa tergugat sama sekali tidak pernah menguasai atau memiliki tanah penggugat seluas 17 are dengan No.15 DI Kohir No.495 C I atas nama sangkla bin sado, akan tetapi para tergugat menguasai atau menempati tanah miliknya sendiri seluas 1.11 ha atas nama tergugat I yaitu Massere bin marrang yang berasal dari orang tuanya yang bernama Marrang; 2. Bahwa adalah tidak benar bahwa tanah sengketa seluas 23 are tersebut adalah awalnya milik toke bin pondo yang kemudian diberikan kepada sangkala bin sado katena Lk. Toke sendir tidak pernah menguasai atau menagakui tanah milik para tergugat yang kini menjadi sengketa dan memang dan memang tanah milik Lk. Toke bin Pondo berada disebelah timur tanah sengketa, yang sampai sekarang ditempati dan dikuasai oleh yang bersangkutan bersama dengan anaknya dan 
58  termasuk kuasa penggugat ( Abd. Rasyid bin Sangkala) karna ia adalah menantu dari Lk. Toke bin Pondo; 3. Bahwa pada sekitar tahun 1950 justru Lk. Sangkala bin Sado ( suami Tia) masuk membangun rumah dan tinggal diatas tanah milik Massere bin marrang ( tergugat I ) atas persetujuan massere dengan alasan menumpang sementara dan bahkan pada tahun 1966 Pr. Te’ne meminta izin dari Massere untuk membangun rumah dan tinggal diatas tanah mili Massere tersebut, yang kemudian tnah massere didapat dan berada ditenagh sampai sekarang; 4. Bahwa tidak benar pada tahun 1984 tergugat Massere bin marrang masuk dan menetap tanpa hak dan melawan hukum kedalam tanah sengketa, karena tanah sengketa tersebut adalah memang benar miliknya sejak zaman belanda yang berasal dari orang tuanya yang bernama marrang dan sampai sekarang tergugat masih tetap tinggal dan menguasai tanah tersebut serta tetap membayar PBBnya dari dulu sampai sekarang; Menimbang, berdasarkan dalil gugatan maupun dalil-dalil bantahan tersebut serta hasil jawab menjawab dipersidangan, maka majelis hakim mnemukan bberapa dalil atau alasan-alasan yang belum tetap dan majelis akan merumuskan hal itu sebagai dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh pihak dalam perkara ini ; Menimbang , berdasarkan pasal 283 RBG dikatakan bahwa siapa yang mengaku akan sesuatu hak maka ia harus membuktikan hak itu dan didalam perkara ini majelis hakim akan memberikan beban pembuktian yang seimbang dan proposional kepada para pihak ; 
59  Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab diantara pihak dihubungkan dengan bukti-bukti baik saurat maupun saksi-saksi yang dijukan dalam persidangan, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah :  1. Apakah benar tanah objek sengketa yang batas-batasnya telah terurai diatas, yang terletak di kampung Macinna Dusun Macinna Desa persiapan Jenemadinging Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa, seluas kurang lebih 17 are (1700 M2) dalah mili penggugat sebagai pemberian dari Lk. Toke bin pondo pada tahun 1965 kepada sangkala bin sado (suami dan orang tua para penggugat); 2. Apakah benar tanah sengketa telah diklaim dan dikuasai oleh para tergugat dengan hak dan melawan hukum ; Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya maka penggugat mangajukan bukti-bukti sebagai berikut, yaitu surat bertanda P-1 yakni surat pemberitahuan pajak tentang PBB tahun 2004 atas nama sangkala bin sado; Menimbang, bahwa terhadap surat bukti teersebut diatas, telah menjadi pendapat umum dalam praktek peradilan dan menjadi Yurisprudensi tetap bahwa surat tersebut adalah sekedar sebagai surat buku atau tanda bahwa tana tersebut telah tercatat atas nama yang tersebut dalam surat itu sebagai pembyar pajak atau sebagai tanda pelunasan pajak, tetapi belum atau bukan merupakan bukti pemilikan yanag sempurna atas tanah Menimbang , bahwa berdasrakan uraian diatas maka terhadap bukti bertanda P-1 haruslah dikesampingkan karena tidak cukup secara hukum mendukung dalil penggugat tentang kepemilikan atas tanah sengketa. Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat bertanda P-2 yakni berupa surat ketetapan pajak hasil bumi atas nama sangkala bin sado dan terhadap bukti 
60  surat tersebut majelis hakim berpendapat bahwa didalam pasal 19 ayat (2) ke-c Undang-Undang No.5 tahun 1960 tentang Undang-undang pokok agraria dinyatakan bahwa “ sertifikat adalah surat tanda bukti kepemilikan hak atas tanah yanag berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat” dengan demikian bukti surat yang diajukan oleh penggugat bertanda P-2 bukanlah merupakan dasar yang dapat dijadikan alas hak kepemilikan atas tanah sengketa tersebut hal ini diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.34/K/Sip/1960 tertanggal 10 februari 1960 yang menyatakan bahwa “surat pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat tersebut, akan tetapi surat itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari sawah yang bersngkutan Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka terhadap bukti bertanda P-2 yang apabila dilihat isi dan substansi dari surat tersebut maka akan didapati kesamaanya dengan bukti bertanda P-1 oleh kerenanya majelis hakim berpendapat bahwa terhadap bukti ini pun harus dikesampingkan karena tidak cukup secara hukum mendukung dalil-dalil penggugat tentang kepemilikan tanah sengketa Menimbang,bahwa terhadap bukti surat bertanda P-3 yakni berupa surat pernyataan sendiri yang dalam hal ini tergugat I (massere bin marrang ) telah menyatakan bahwa tergugat I tetap mempertahankan tanah sesuai dengan yang telah tercatat didalam rincik dan tidak akan menyerahkan kepada siapa pun juga tanah duliar rincik atas namanya, serta menyatakan pula bahwa tanah yanag diberikan ole tergugat I kepada Umara bin Muhadi adalah bagian ibunya ( Sese binti Marrang) yang masih terletak dan tercatat dalam rincik atas namanya  Menimbang, bhwa bukti surat tersebut juga tidak cukup secara hukum mendukung dalil-dalil penggugat tentang kepemilikan atas tanah sengketa, bahkan 
61  mendukung pihak tergugat dalam membuktikan kepemilikannya yng sah atas tanah sengketa sehingga majelis hakim berpendapat bahwa terhadap bukti inipun harus dikesampingkan Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 berupa surat keterangan dari kepala desa Paccellekang yang menerangkan bahwa nama-nama tang tercantum didalam surta tersebut adalah benar berdomisili diluar tanah rincik yang atas nama Massee bin Marrang, Persil No.15 D.I Kohir No.470 C.I seluas 1.11 ha yang dalam hal ini tanah tersebut dipertahanan oleh Umara bin Muhadi yang bersangkutan menginginkan agar posisi rincik tersebut yang sebenarnya memanjang keutara,dirubah harus memanjang bke timut, sehingga pihak kepala desa tidak dapat memenuhi permintaannya untuk merubah rincik tersebut Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, diaman bukti surat yang merupakan suatu pernyataan atau keterangan bukanlah merupakan akta otentik seperti yang dimaksudkan Undang—ndang, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi mahkamah agung No.907/K/Sip/1972 tertanggal 20 agustus 1972 Menimbang, bahwa untuk dapatnta bukti bertanda P-4 agar dipertimbangkan sebagai bukti yang kuat, sipembuat keterangan dalam hal ini kepala desa Paccellekang, harus dihadirkan sebagai saksi yang akan disumpah dan memberikan keterangan dimuka persidangan mengenai pernyataan atau keterangann yang ia tanda tangani namun tindakan pembuktian ini tidak dilakukan oleh penggugat sehingga bukti ini harus majelis hakim kesampingkan dulu Menimbang, bahwa seperti hal bukti surat bertanda P-4 bukti surat bertanda P-5 juga merupakan surat pernyataan masing-masing pihak yang nama-namanya tersebut didalam surat pernyataan tersebut, untuk sepakat diadakan pengukuran terhadap tanah objek sengketa, akan tetapi pihak-pihak yang telah sepakat tersebut juga tidak dapat dihadirkan sebagai saksi yang akan disumpah 
62  dan memberikan keterangan dimuka persidangan mengenai kesepakatan yang telah mereka buat,sehingga majelis hakim berpendapat terhadap bukti ini harus dikesampingkan juga Menimbang, bahwa bukti surat brtanda P-6 dan P-7 yang masing-masing merupakan salinan putusan dari pengadilan negeri sungguminasa No.10/PDT.G/2000/PN.SUNGG dan pengadilan tinggi makassar No.36/PDT/2001/PT.MKS, dimana secara jelas tidak ada korelasinya dengan pembuktian dalam perkara ini,baik itu subjek maupun objek gugatan, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa terhadap bukti surat tersebut tidak perlu dipertimbangkan Menimbang bahwa selain bukti surat yang diajukan oleh pihak penggugat, telah diajukan pula saksi-saksi yaitu Toke bin pondo dan saksi Bongka dg Ngempo yang kesemuanya menerangkan bahwa : a. Yang menjadi objek sengketa adalah sebidang tanah kering (perumahan) seluas ± 17 are yang terletak dikampunf macinna dusun macinna desa persiapan je’ne madinging kecamatan pattallassang dengan batas-batas sebagai berikut:  Utara  : dengan tanah kering penggugat-penggugat Timur  : dengan jalanan Barat :dengan tanah kering Massere bin marrang Selatan : dengan tanah kering penggugat-penggugat; b. Objek sengketa sepengetahuan saksi adalah milik sangkala bin sado, karena sangkala bin sado yang membayar PBB atas tanah sengketa setiap tahunnya, yang diteruskan oleh para penggugat sampai sekarang; 
63  c. Sangkala bin sado memperoleh tanah tersebut dari besannya yaitu Dg Toke bin pondo pada tahun 1965; Menimbang, bahwa semua keterangan saksi-saksi penggugat tidaklah dapat mendukung semua bukti surat yang telah diajukan oleh pihak penggugat, karena tidak ada satu saksi pun yang menyaksikan sendiri secara langsung proses pemberian atau hibah dari Toke bin pondo kepada Sangkala bin sado, kecuali bukti surat ke P-4 yang relevan namun sangatlah lemah dan tidak dapat mendukung karena hanya berupa keterangan sepihak yang diberikan tidak dibawah sumpah dan tidak dimuka persidangan,sehingga kebenarannya tidak dapat diyakini dan bukan merupakan suatu akta otentik yang sempurna pembuktiannya. Menimbang, bahwa bukti kepemilikan penggugat atas tanah hanya didasarkan pada adanya hibah lisan dan mengenai adanya hibah tersebut penggugat memperkuatnya dengan keterangan kedua saksinya, akan tetapi jika melihat ketentuan yang berlaku dalam hukum adat mengenai hibah dinyatakan bahwa hibah harus dilakukan dihadapan pembuat akta tanah, hal ini guna memenuhi syarat “terang” (yang menunjukkan bahwa perbuatan hibah tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi) dan syarat “riil “ (yang menunjukkan adanya perbuatan nyata dari hibah tersebut dengan mnandatangani akta hibah oleh penghibah dan penerima hibah) (budi harsono, hukum agraria indonesia hal .262) Menimbang bahwa selain dalam hukum adat, mengenai hibah dapat dilihat juga dalam pasal 210 komplikasi hukum islam yang menyatakan bahwa hibah harus memenuhi syarat-syarat pertama, orang tersebut sudah berusia sekurang-kurangnya 21 tahun, kedua harus berakal sehat, ketiga tidak adanya paksaan, keempat mengibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya dan kelima hibah diberikan dihadapan 2 (dua) orang saksi 
64  Menimbang bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa hibah yang dilakukan oleh Dg Toke bin Pondo kepada Sangkala bin Sado (Suami dan orang tua Penggugat) atas tanah sengketa pada tahun 1965 adalah dilakukan secara lisan dan jika dhiubungkan dengan aturan yang berlaku mengenai hibah sebagaimna disebutkan diatas, majelis hakim berpendapat bahwa hibah yang terjadi adalah telah bertentangan dengan aturan yang ada karena hibah kepada sangkala bin sado ( suami dan orang tua penggugat) tidak berdasarkan suatu akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang padahal kehadiran akta tersebut menjadi hal yang penting sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 19 PP NO.10/1961 Jo pasal 37 PP No.24/1997 tentang pendaftaran tanah Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa hibah yang terjadi antara Dg toke bin pondo secara lisan kepada Sangkala bin sado pada tahun 19655 atas tanah sengketa adalah tidak berdasarkan kepada aturan hukum yang berlaku, sehingga terhadap hal tersebut haruslah dikesampingkan Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya pihak tergugat mengajukan bukti-bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-3 yang masing-masing berupa surat ketetapan iuran pembangunan daerah tahun1973 atas nama Massere bin marrang dan surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2004-2005 atas nama Massere bin marrang adalah sama dengan bukti P1-P2 yang penggugat ajukan yaitu hanya berupa surat bukti pembayaran pajak yang menunjukkan siapakah yang harus membayar pajak dari tanah yang bersangkutan dan bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat tersebut Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat pihak tergugat juga mengajukan saksi-saksi yakni Dg Yajji dan saksi Yamidu Dg Sikki, dimana kedua 
65  saksi tergugat telah menerangkan bahwa benar tanah sengketa seluas ±17 are (0,17 ha) tersebut yang merupakan bagian dari tanah yang luasnya 1.11 ha yang terletak di kampung macinna dusan macinna desa persiapan jeknemadinging kecamatan pattalassang kabupaten gowa, adalah milik tergugat I ( Massere bin marrang) yang berasal dari orang tuanya yang bernama marrang dan dari dulu sampai sekarang dikuasai oleh tergugat sekaligus pembayaran PBBnya Menimbang bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa justru pihak penggugatlah yang meminjam untuk tinggal sementara diatas tanah sengketa, setelah terlebih dahulu meminta izin kepada tergugat I, yang ternyata diizinkan oleh tergugat I karna penggugat (Pr. Tia binti kalu) adalah sepupu sekali dan sangkala bin sado adalah suami dari Pr. Tia binti kalu Menimbang bahwa keterangan-keterangan saksi yang diajukan oleh tergugat yang menerangkan pula bahwa tanah sengketa tersebut telah terdaftar di dalam buku rincik atas nama Massere bin Marrang dan bukan atas nama Sangkala bin Sado, telah sejalan dengan hasil pemeriksaan lokasi objek sengketa, dimana pada saat itu kepala desa paccellekang menerangkan bahwa benar tanah sengketa tersebut atas nama Massere bin marrang sesuai yang terdaftar di buku rincik beserta nomor persil kohir serta batas-batasnya dan pada saat itu pihak kuasa penggugat tidak menyangkali keterangan kepala desa dan mengakui semua yang telah tercatat di dalam buku rincik tersebut,sehingga tidak perlu dibuktikan lebih jauh dan di uji kebenarannya lagi Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, majelis hakim berpndapat bahwa tanah sengketa tersebut adalah benar milik dari tergugat I (Massere bin marrang) yang berasal dari orang tuanya yang bernama marrang dan para tergugat telah lama menguasai serta tinggal diatas tanah sengketa, sekaligusn membayar PBB nya dan secara nyata juga para tergugat tidak terbukti mengklaim 
66  dan menguasai tanah sengketa dengan tanpa hak dan melawan hukum karena tanah tersebut adalah tanah milinya sendiri Menimbang bahwa dengan demikuan penggugat telah nyata tidak dapat mempertahankan dalil-dalil gugatannya sebagai pemilik dari tanah sengketa sedangkan para tergugat ( dalam hal ini terguagt I, Massere bin marrang ) telah nyata dapat membuktikan dalil bantahannya, yang menyatakan bahwa tergugat I lah pemilik dari tanah kering ( permuhan) dengan persil No.15 D.I Kohir No.470 CI seluas 1.11 ha yang terletak di kampung macinna dusun macinna desa persiapan je’nemadinging kecamatan pattallassang kabupaten gowa dima tanah sengketa seluas kurang lebih 17 are (0,17 ha) adalah merupakan bagian dari tanah seluas 1.11 ha tersebut Menimbang bahwa oleh karena penggugat secara hukum tidak berhasil membuktikan dalilnya mengenai kepemilikan atas tanah sengketa, sedangkan tergugat I berhasil membuktikan dalil bantahannya tentang kepemilikannya, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan penggugat tidak berdasarkan hukum dan oleh karena itu harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya Menimbang bahwa oleh karena tidak terbukti bahwa tanah sengketa adalah tanah milik penggugat sebagai pemberian Dg Toke bin pondo pada tahun 1965 dan tanah sengketa diklaim dan dikuasai oleh para tergugat dengan tanpa hak melawan hukum, maka petitum gugatan selain dan selebihnya karena disandarkan pada dalik tersebut diatas, maka petitum-petitum tersebut harus dinyatakan ditolak Menimbang bahwa oleh karna gugatan penggugat ditolak maka menurut hukum penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini Memperhatikan rapat permusyawaratan majelis hakim 
67  Mengigat selain ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan di atas, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini. MENGADILI DALAM EKSEPSI Menolak eksepsi para tergugat untuk seluruhnya DALAM POKOK PERKARA  Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya Membebankan biaya perkara kepada penggugat yang himgga kini ditaksir sebesar Rp. 409.000-, ( Empat Ratus Sembilan Ribu Rupiah ) Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pengadilan negeri sungguminasa pada hari senin tanggal 29 agustus 2005 oleh kami :HANIZAH IBRAHIM M, SH,MH selaku ketua majelis, ENNIERLIA ARIENTOWATY. SH dan I PUTU GEDE ASTAWA, SH.MH masing- masing hakim anggota putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini SENIN, tanggal 5 SEPTEMBER 2005 oleh hakim ketua dengan didampingi oleh hakim-hakim aggota tersebut, dibantu oleh HALIDJAH ISHAK, panitera pengganti pada pengadilan negeri sungguminasa dihadiri oleh kuasa penggugat dan tergugat. 1. Pelaksanaan Eksekusi Riil di Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 10/Pdt.G/2000/PN.SUNG Pelaksanaan Eksekusi Riil di Pengadilan Negeri Sungguminasa tetap berpatokan pada Pasal 1033 RV. Berdasarkan hasil wawancara denga pak Wahyu selaku hakim muda Dimana pihak yang menang harus mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa melalui Panitera dan membayar biaya eksekusi. Seterusnya Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas II akan memerintahkan Panitera dan Juru Sita untuk memanggil pihak 
68  tereksekusi untuk melaksanakan putusan secara sukarela dengan tenggang waktu 8 (delapan) hari. Jika pihak tereksekusi tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan maka Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas I akan mengeluarkan surat penetapan perintah eksekusi serta menunjuk pejabat yang akan menjalankan proses eksekusi. Pelaksanaan eksekusi riil juga dapat dibantu oleh pihak Kepolisian beserta instansi-instansi terkait. Setelah eksekusi riil tersebut dilaksanakan maka Panitera dan Juru Sita akan membuat berita acara eksekusi yang mencantumkan nama-nama saksi yang membantu dan pihak yang terkait dalam eksekusi riil tersebut. Berita acara tersebut harus ditandatangani oleh pejabat pelaksana eksekusi, 2 (dua) orang saksi, dan pihak pemohon eksekusi.  Perkara perdata No.9/Pdt.G /2005/PN.SUNG yang diputuskan oleh hakim, memenangkan pihak tergugat dalam perkara tersebut. Hakim memutuskan bahwa pihak penggugat harus membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini dan menolak gugatan penggugat seluruhnya atau pihak yang dimenangkan dalam perkara yaitu Massere bin Marrang. Pada hari jumat tanggal 5 agustus 2005, di dusun macinna desa persiapan je’nemadinging kecamatan pattallassang kabupaten gowa, yang dihadiri oleh kuasa kedua belah pihak, kepala desa jenemadinging dan warga disekitar tanah sengketa , majelis hakim telah memperoleh kejelasan tentang objek sengketa bahwa tanah yang disengketakan benar adalah 1 petak tanah kering, diatas tanah sengketa terdapat 5 (lima) buah rumah panggung milik para tergugat dan benar bahwa tanah sengketa tersebut menurut kepala desa tertera di dalam buku racik atas nama Massere bin Marrang.2                                                            2Hasil Wawancara dengan bapak Wahyu selaku Panitera Muda Pengadilan Negeri Sungguminasa 
69  2.  Upaya Perlawanan Perlawanan Terhadap Eksekusi Riil di Pengadilan Negeri Sungguminasa Gowa Nomor 10/Pdt.G/2000/PN.SUNGG Pada dasarnya yang menjadi alasan terjadinya suatu perlawanan yang menyebabkan penundaan eksekusi di antaranya3 merasa ada kekeliruan prosedur. Pihak yang kalah atau salah satu pihak yang mengajukan perlawanan terhadap eksekusi karena merasa prosedur hukum atau putusan yang dijatuhkan dirasakan kurang adil sehingga salah satu pihak yang kalah melakukan perlawanan terhadap eksekusi tersebut (Hasil wawancara dengan seorang panitera) Pihak yang kalah karena merasa ada kekeliruan terhadap prosedur hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, maka pihak yang terkalahkan tersebut menjadikan kekeliruan itu sebagai senjata atau sebagai alasan untuk mengajukan sebuah perlawanan, sehingga hakim tidak bisa menolak langsung melainkan memeriksanya kembali secara prosedural.  Eksekusi dapat ditunda apabila penolakan diajukan sebelum eksekusi dijalankan dan dilanjutkan apabila penolakan diajukan saat eksekusi sedang dijalankan. Namun, apabila eksekusi belum terlampau jauh di jalankan, eksekusi segera dapat dihentikan. Dalam prakteknya, tidak mudah untuk mengeksekusi tanah karena terkadang dibutuhkan waktu yang lama untuk proses eksekusi yang disebabkan oleh kesulitan eksekusi di lapangan. Kesulitan yang dialami dalam putusan serta-merta di lapangan seperti juru sita harus berhadapan dengan penjaga lahan.4                                                           3 https://media.neliti.com/media/publications/187323-ID-eksekusi-riil-terhadap-putusan-hakim-yan.pdf 4 http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/3625/3322 22/2/2019, 20:00 
70  Merasa belum pernah diberikan Aanmaning (teguran). Pengertian Aanmaning dihubungkan dengan menjalankan putusan atau merupakan tindakan dan upaya yang dilakukan Ketua Pengadilan Negeri berupa “Teguran” kepada tergugat, agar tergugat menjalankan isi putusan pengadilan dalam tempo yang ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Setiap teguran dilakukan dengan membuat berita acara, agar memenuhi syarat yuridis (sebagai alat bukti bahwa peneguran telah dilakukan, akan tetapi salah satu pihak yang melakukan perlawanan tersebut mengaku belum pernah diberikan teguran atau aanmaning (hasil wawancara dengan hakim), sehingga salah satu pihak yang melakukan perlawanan tersebut menggunakan alasan tersebut sebagai dalih untuk mengajukan perlawanan.  Masih melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK).(Hasil wawancara dengan seorang Hakim). Dalam hal perlawanan yang dilakukan oleh salah satu pihak, mengatakan alasannya mengapa ia melakukan perlawanan ialah karena ia masih merasa melakukan upaya hukum, baik itu upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali (PK), alasan-alasan tersebut digunakan sebagai dalih untuk menunda-nunda jalannya eksekusi. (Hasil wawancara dengan seorang Hakim) Sebetulnya berdasarkan Pasal 66 (2) UU No. 14/1985, permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan. Namun dalam praktek, secara kasuistis peninjauan kembali dapat menunda eksekusi, yaitu permohonan peninjauan kembali yang benarbenar sesuai dengan salah satu alasan yang ditentukan Pasal 67 UU No. 14/85. Selain itu alasan yang dikemukakan didukung oleh fakta atau bukti yang jelas dan sempurna, serta dapat diduga majelis hakim yang akan memeriksa peninjauan kembali kemungkinan akan mengabulkannya. Terdapat bukti baru (Novum) Hasil 
71  wawancara dengan pak Wahyu selaku hakim) Sementara ditemukannya novum dalam perkara perdata disebut dengan surat-surat bukti yang bersifat menentukan oleh karena itu novum dalam perkara perdata secara tegas disebut dengan alat bukti surat. Novum tersebut melekat dalam alat bukti surat, ketika perkara diperiksa ditingkat pertama, keadaan baru itu belum diungkap dalam persidangan akan tetapi bukti baru atau novum tersebut ditemukan setelah ada pihak yang melakukan perlawanan atau salah satu pihak ada yang melakukan sebuah perlawanan.  Pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan dengan sukarela atau putusan Pengadilan tidak dijalankan secara sukarela. Pada umumnya pihak-pihak yang kalah dalam suatu perkara tidak mau menjalankan putusan eksekusi secara sukarela. (Hasil wawancara dengan Ibu Ramlah selaku juru sita). Apabila sengketa telah diputus oleh pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka pihak yang dibebani suatu kewajiban dapat secara sukarela melaksanakan kewajibannya yang termuat dalam diktum putusan tersebut undang-undang memang tidak mengatur tata cara pelaksanaan putusan hakim secara sukarela. Menjalankan putusan pengadilan secara sukarela hanya melibatkan pihak-pihak yang bersangkutan dan atau wakilnya saja, tanpa ada pengawasan dari pengadilan. Pengadilan pada dasarnya ikut campur tangan dalam pelaksanaan putusan karena diminta bantuannya oleh pihak yang berkepentingan.  Pihak ketiga selaku pemilik objek. Dalam hal ini sudah pasti pihak ketiga selaku pemilik objek akan melakukan sebuah perlawanan untuk melindungi hak-haknya dari pensitaan atau pengeksekusian (Hasil wawancara dengan hakim). Kemudian dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia juga dikenal upaya hukum berupa:  a. Perlawanan terhadap putusan verstek,  
72  b. Perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi  c. Perlawanan terhadap sita jaminan  d. Perlawanan pihak ketiga terhadap sita conservatoir, sita revindicatoir, dan sita eksekusi. Dengan demikian perlawanan pihak ketiga terhadap sita conservatoir, sita revindicatoir dan sita eksekusi, hanya dapat diajukan atas dasar hak milik, jadi hanya dapat diajukan oleh pemilik atau orang yang merasa bahwa ia adalah pemilik barang yang disita dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dari Pengadilan Negeri yang secara nyata menyita (Pasal 195 (6) HIR, Pasal 206 (6) RBg)5  Perlawanan terjadi dikarenakan terdapat suatu perbedaan objek sengketa. Yang dimaksud dengan terjadinya suatu perbedaan ialah sering ditemukan perbedaan-perbedaan nomor objek sengketa perkara, misalnya seperti perbedaan luas objek sengketa atau perbedaan luas tanah dan terdapat batas-batas yang berbeda pula dengan yang dimaksud, kemudian objek sengketa tersebut berbeda dengan yang dimuat dalam surat objek perkara tersebut dengan asas putusan. Kemudian dengan alasan-alasan semacam ini, akan membuat pihak ketiga melakukan suatu perlawanan terhadap eksekusi atau terhadap putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena berita penetapan pengeksekusian yang diberitahukan tidak sesuai dengan objek eksekusi, dengan adanya perlawanan tersebut putusan Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, dan Ketua Pengadilan akan membuat berupa penetapan pelaksanaan eksekusi tidak dapat dijalankan. Mengenai perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi dijelaskan lebih jauh dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan                                                           5 http://abdulaffandi.wordpress.com/2011/07/18/t  
73  Buku II yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung (hal. 144-145). Di dalam buku tersebut dijelaskan sebagai berikut: 1. Perlawanan tereksekusi terhadap sinmhbta eksekusi barang bergerak dan barang yang tidak bergerak diatur dalam pasal 207 HIR atau pasal 225 Rbg. 2. Perlawanan ini pada azasnya tidak menangguhkan eksekusi. Pasal 207 (3) HIR atau 227 RBg. Namun, eksekusi harus ditangguhkan, apabila segera nampak bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan, paling tidak sampai dijatuhkannya putusan oleh Pengadilan Negeri. 3. Terhadap putusan dalam perkara ini, permohonan banding diperkenankan.  C. Berdasarkan Analisis dari Rumusan Masalah diatas  mengenai Ekseskusi Riil terhadap putusan hakim yang berkuatan hukum tetap pada Putusan No.10/KP/PDT/PNS/2005 1. Analisis Tentang Pelaksanaan Eksekusi Riil di Pengadilan Negeri Sungguminasa Gowa. Berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus sengketa tanah di Kabupaten Gowa, majelis hakim berpendapat bahwa tanah sengketa tersebut adalah benar milik dari tergugat I (Massere bin marrang) yang berasal dari orang tuanya yang bernama marrang dan para tergugat telah lama menguasai serta tinggal diatas tanah sengketa, sekaligus membayar PBB nya dan secara nyata juga para tergugat tidak terbukti mengklaim dan menguasai tanah sengketa dengan tanpa hak dan melawan hukum karena tanah tersebut adalah tanah milinya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa dalam 
74  tahap putusan, suatu sengketa perdata itu diajukan oleh pihak yang bersangkutan ke pengadilan untuk mendapatkan pemecahan atau penyelesaian.  Pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan dijatuhkannya putusan saja belum tentu persoalannya akan selesai begitu saja tetapi putusan tersebut harus dapat dilaksanakan atau dijalankan. Suatu putusan pengadilan tidak ada artinya apabila tidak dilaksanakan, oleh karena itu putusan hakim mempunyai kekuatan hukum eksekutorial yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang menjadi ketetapan dalam putusan itu secara paksa dengan bantuan alat-alat negara. Adapun yang yang memberi kekuatan eksekutorial pada putusan hakim adalah kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” Pada prinsipnya hanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang dapat dijalankan. Suatu putusan itu dapat dikatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila di dalam putusan mengandung arti suatu wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara sebab hubungan hukum tersebut harus ditaati dan harus dipenuhi oleh pihak tergugat. undang-undang tidak ada kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa untuk melawan putusan tersebut, sedang putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang-undang masih terbuka kesempatan untuk menggunakan upaya hukum untuk melawan putusan tersebut misalnya verzet, banding dan kasasi. Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, memiliki 3 macam kekuatan, sehingga putusan tersebut dapat dilaksanakan, yaitu: 
75  1. Kekuatan mengikat;  2. Kekuatan bukti; dan  3. Kekuatan untuk dilaksanakan.  Pihak yang dihukum (pihak Penggugat) diharuskan mentaati dan memenuhi  kewajibannya yang tercantum dalam amar putusan yang telah mempunyai  kekuatan hukum tetap secara sukarela. Putusan sukarela yaitu apabila pihak yang kalah dengan sukarela memenuhi sendiri dengan sempurna menjalankan isi putusan. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan putusan tersebut tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, karena dikemudian hari ada salah satu pihak yang merasa tidak puas dengan putusan tersebut, maka yang akan terjadi adalah pengingkaran atau mengingkari putusan tersebut. Suatu pengingkaran merupakan  bentuk suatu perbuatan yang tidak mau melaksanakan apa yang seharusnya dilakukannya atau yang menjadi kewajiban. Cara melaksanakan putusan hakim atau eksekusi diatur dalam Pasal 196 sampai dengan Pasal 208 HIR. Putusan dilaksanakan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mula-mula memutus perkara tersebut. Pelaksanaan  dimulai dengan menegur pihak yang kalah untuk dalam 8 (delapan) hari  memenuhi putusan dengan sukarela. Apabila pihak yang dihukum tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, maka putusan tersebut harus  dilaksanakan dengan upaya paksa oleh pengadilan yang disebut dengan eksekusi. Salah satu prinsip dari eksekusi yang menjalankan putusan secara paksa. Putusan secara paksa merupakan tindakan yang timbul apabila pihak tergugat tidak menjalankan putusan secara sukarela. 
76   Ada tiga macam eksekusi yang dikenal oleh hukum secara perdata: 1. Eksekusi yang diatur dalam Pasal 197 HIR dan seterusnya dimana seorang  dihukum untuk membayar sejumlah uang.  2. Eksekusi yang diatur dalam Pasal 225 HIR, dimana seorang dihukum untuk  melaksanakan suatu perbuatan.  3. Eksekusi riil, yang dalam praktik banyak dilakukan akan tetap tidak diatur  dalam HIR.  Kalau dilihat secara teoritas tata cara eksekusi diatur dalam Pasal 1033 Rv  menerangkan bahwa kalau putusan hakim menghukum (memerintahkan) pengosongan barang yang tidak bergerak dan putusan itu dijalankan secara  sukarela oleh pihak yang kalah maka Ketua Pengadilan Negeri akan mengeluarkan surat perintah penetapan eksekusi pada Juru Sita untuk melaksanakan pengosongan yang dapat dilakukan dengan bantuan kekuatan hukum atas barang tersebut. Aturan seperti inilah yang menyangkut eksekusi riil yang tidak dapat ditemukan dalam HIR maupun RBg.   Berdasarkan ketentuan pasal di atas dan ditambah dengan asas-asas eksekusi maka tata cara eksekusi riil dapat diringkas sebagai berikut: 1. Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Syarat ini merupakan prinsip umum dalam menjalankan eksekusi, termasuk eksekusi riil, kecuali dalam putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu dan dalam putusan provisi.  2. Pihak yang kalah tidak mau mentaati dan mematuhi putusan secara sukarela. Eksekusi sebagai tindakan pemenuhan putusan pengadilan baru 
77  dapat berfungsi apabila pihak yang kalah dalam suatu sengketa tidak mau menjalankan atau memenuhi putusan secara sukarela.  3. Eksekusi riil baru dapat dijalankan setelah dilampaui tenggang waktu peringatan. Sebelum eksekusi secara fisik dilaksanakan maka sebelumnya harus ada peringatan agar pihak yang kalah melaksanakan pemenuhan terhadap kewajibannya sebagaimana yang ditentukan dalam putusan pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan. Dimana jangka waktu tidak boleh melebihi dari 8 (delapan) hari. Apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan pemenuhan tersebut secara sukarela maka pihak yang menang dapat mengajukan permintaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Dengan adanya permintaan itu, Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan Juru Sita memanggil pihak yang kalah untuk diperingatkan, dalam persidangan insidental. Pada persidangan itulah pihak yang kalah diperingatkan untuk melaksanakan pemenuhan putusan, serta Ketua Pengadilan Negeri menentukan batas waktu pemenuhan putusan, yakni paling lama 8 (delapan) hari.  4. Mengeluarkan Surat Penetapan Perintah Eksekusi. Apabila dalam jangka waktu peringatan pihak yang kalah tidak melaksanakan pemenuhan putusan dan masa peringatan sudah dilampaui, Ketua Pengadilan Negeri akan mengeluarkan surat penetapan perintah eksekusi yang berisi perintah kepada Panitera atau Juru Sita untuk melaksankan eksekusi pengosongan atau pembongkaran.  
78  5. Panitera atau juru sita melaksanakan perintah eksekusi riil. Setelah Panitera atau Juru Sita ditunjuk untuk melaksanakan perintah eksekusi, maka ia memberitahukan pada pihak yang kalah dan pada hari yang telah ditentukan Panitera atau Juru Sita, para pihak yang bersangkutan beserta Ketua Pengadilan Negeri lansung ke lapangan menjalankan eksekusi secara fisik. Setelah tata cara dalam pelaksanaan eksekusi dilakukan dan proses eksekusi pun telah dilaksanakan maka Panitera atau Juru Sita akan membuat berita acara eksekusi. Ketidakcermatan pembuatan berita acara eksekusi selalu menimbulkan selisih pendapat di kemudian hari, baik karena tidak dibuat secara seksama yang menerangkan tentang peristiwa yang sebenarnya terjadi pada saat eksekusi. Terkadang tidak dijelaskan secara tegas apakah yang dieksekusi seluruh  bagian atau sebagian barang. Sering pula tidak disebut luas atau batas tanah yang  dieksekusi. Sehingga dapat menimbulkan persoalan misalnya pihak yang menang  dapat menuntut kembali penyempurnaan eksekusi akibat eksekusi yang lalu baru diserahkan sebagian.  Jadi menurut penulis Pada dasarnya eksekusi mempunyai dua segi kegiatan yaitu yang dilaksanakan dari segi hukum berdasarkan rangkaian ketentuan hukum dalam undang-undang yang harus dipatuhi oleh penegak hukum dan oleh setiap orang dan yang kedua dari segi pelaksanaan secara fisik atau realisasinya untuk sebagian besar tidak secara jelas. Penulis berpendapat bahwa. 
79  1) Dimana hakim disini hanya berpatokan pada alat bukti saksi yang sifatnya tidak begitu kuat ,seharusnya hakim melakukan peninjauan lokasi secara detail sebelum memutuskan suatu perkara. 2) Hakim melakukan kekeliruan dikarenakan tidak melakukan pengukuran terhadap luas lahan sengketa melainkan hanya melihat data dan keterangan dari kepala desa yang tidak diketahui kebenarannya. 2. Analisis Tentang Upaya Perlawanan Terhadap Eksekusi Riil di Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 10/Pdt.G/2000/PN.SUNG Sikap pengadilan menghadapi perlawan tereksekusi terhadap eksekusi dengan alasan adanya perdamaian kedua belah pihak. Naluri semua manusia dalam penyelesaian sengketa di pengadilan, dan kemudian terdapat pihak yang menang dan ada pihak yang kalah, maka pihak yang kalah akan merasa kecewa atau bahkan lebih daripada itu yaitu marah, demo bahkan mencaci maki hakim atau pengadilan. Jangankan putusan pengadilan, dalam kasus kecil misalnya kompetisi, turnamen olahraga maka pihak yang kalah akan mengalami suatu kekecewaan. Sebenarnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau dslam proses eksekusi, masih terbuka upaya hukum luar biasa (request civil) yaitu peninjauan kembali yang merupakan upaya untuk memeriksa atau memerintahkan kembali suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, guna membatalkannya. Permohonan peninjauan kembali tidak menghalangi jalannya eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau dalam proses eksekusi, misalnya perlawanan dari pihak ketiga (derden verzet) yaitu pihak 
80  ketiga diberi hak mengajukan perlawanan terhadap eksekusi yang dijalankan pegadilan, dengan dasar kepada “hak milik” bahwa yang hendak dieksekusi ditunda sampai ada kejelasan pemeriksaan. Bila pihak pelawan dimaksud mempunyai hak milik dalam harta yang hendak dieksekusi, maka eksekusi ditunda sampai ada putusan yang berkekuatan hukum. Upaya hukum luar biasa dan perlawanan pihak ketiga tersebut dalam kategori koridor hukum. Lain halnya salam kasus “perlawanan tereksekusi terhadap eksekusi dengan alasan adanya perdamaian kedua belah pihak” . Penulis berpendapat bahwa  1) Setelah melakukan peninjauan kembali hakim kurang cermat dan hati-hati  dalam mempertimbangkan suatu putusan, semua faktor dan aspek yang relevan dalam suatu perkara sehingga mengabaikan pelaksanaan fungsi mengadili dan memutus perkara. 2) Hakim hanya mempertimbangkan dalil dan bukti yang diajukan oleh pihak termohon tanpa mempertimbangkan dalil dan bukti dari pihak pemohon.  
 81 BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas pada bab sebelumnya, makadapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. pelaksanaan eksekusi riil di pengadilan negeri sungguminasa no.10/kp/pdt/pns/2005 berdasarkan hasil wawancara penulis dengan seorang hakim dimana pihak yang menang harus mengajukan permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan negeri sungguminasa melalui panitera dan membayar biaya eksekusi. Seterusnya ketua pengadilan negeri sungguminasa akan memerintahkan panitera atau juru sita untuk memanggil pihak tereksekusi guna melaksanakan putusan secara sukarela dengan tenggak waktu 8 hari. Jika pihak tereksekusi tidak mau menjalankan putusan secara sukarela dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan maka ketua pengadilan negeri sungguminasa akan mengeluarkan surat penetapan perintah eksekusi serta menunjuk pejabat yang akan menjalankan proses eksekusi. 2. Upaya perlawanan eksekusi riil terhadap putusan hakim no.10/kp/pdt/pns/2005 dimana dalam melakukan proses eksekusi pihak yang akan mengeksekusi biasanya mendapat upaya perlawanan seperti dihadang di depan tanah sengketa     
82   B. Implikasi Penelitian Berkenaan dengan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka penyusun juga akan memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat. Adapun saran tersebut, yaitu: 1. Aparat penegak hukum memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang hukum khususnya eksekusi riil. Serta memberikan penyuluhan hukum untuk taat terhadap hukum. 2. Pihak termohon eksekusi hendaknya tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain dan tidak melibatkan pihak yang tidak berkepentingan untuk menolak dilaksanakannya eksekusi. 3. Dalam hal eksekusi tidak boleh diabaikan perikemanusian dan perikeadilan sebagaimana yang dimaksudkan pada Pasal 54 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.   
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